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KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat
Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan
hidayah-Nya, serta karunia pengetahuan dan
kesehatan,  sehingga  Sekretariat  Jenderal
Kementerian Kehutanan cq. Biro Hukum dan Tim
Monitoring, Analisis, dan Evaluasi dapat
menyelesaikan seluruh tahapan kegiatannya hingga

menghasilkan Laporan Hasil Monitoring, Analisis,

dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri, tepat
pada waktunya.

Sejalan dengan telah terbentuknya Kabinet Merah Putih dan sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024, dan
Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024, telah mengubah Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan menjadi 2 (dua) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Lingkungan
Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan yang
mengemban tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Namun hal tersebut tidak mengubah tugas dan fungsi Sekretariat
Jenderal Kementerian Kehutanan cq. Biro Hukum dengan rencana kerja yang tertuang pada
salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategi Sekretariat Jenderal
Kementerian Kehutanan yaitu Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2025.

IRH menjadi Indikator Kinerja Kegiatan - Nilai Penataan Regulasi pada Biro Hukum

yang salah satu variabelnya adalah melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi peraturan

- perundang-undangan bidang kehutanan dan sesuai dengan tanggung jawab serta tugas dari

Sekretariat Jenderal cq. Biro Hukum dalam menjalankan fungsi penataan peraturan
perundang-undangan lingkup Kementerian Kehutanan, yang juga merupakan amanat dalam
Pasal 40 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Kegiatan Monitoring, Analisis, dan Evaluasi pada tahun 2025 ini ditujukan terhadap
Peraturan Menteri bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM).

Kegiatan Monitoring, Analisis, dan Evaluasi dilatarbelakangi oleh hasil yang telah
dicapai maupun kekurangan yang memerlukan perbaikan karena perkembangan kebutuhan

masyarakat yang sangat pesat serta kebutuhan pengaturan yang lebih detail maupun persoalan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan menjadi modal pembangunan nasional memiliki manfaat nyata bagi kehidupan
dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi.
Untuk itu Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara seimbang,
dinamis, dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi
sekarang maupun yang akan datang.

Kawasan hutan Indonesia yang sangat luas, menjadikan Indonesia dikenal sebagai
kawasan paru-paru dunia yang mempunyai keunggulan dalam menghasilkan oksigen sebagai
kebutuhan mendasar makhluk hidup di bumi. Keberadaan kawasan hutan ini perlu dikelola
dengan baik dan benar, agar tidak terjadi degradasi hutan yang mempunyai dampak
lingkungan yang besar di dunia. Oleh karena hal tersebut, dalam pengelolaan kawasan hutan
dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai kecakapan dalam bidang
kehutanan. Hal ini telah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Kehutanan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pengurusan hutan bertujuan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran
rakyat. Pengurusan hutan memiliki 4 (empat) pilar utama yang meliputi kegiatan
penyelenggaraan:

a. perencanaan kehutanan;

b. pengelolaan hutan;

c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan;
dan

d. pengawasan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas
yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan

tagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan
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pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang
berkesinambungan. Selain itu wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi,
kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat dan selalu menjaga kekayaan
plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Prabowo Subianto menargetkan Indonesia
mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun
mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga 4 (empat) juta hektare. Dalam
pelaksanaannya, program ini tidak hanya berfokus pada satu jenis bahan pokok pangan,
melainkan akan mencakup berbagai komoditas, seperti beras, jagung, tebu, kacang kedelai,
kopi, hingga kakao untuk bahan dasar cokelat. Ujung tombak kesuksesan program tersebut
terletak pada petani, masyarakat, dan generasi muda di sekitar kawasan hutan. Oleh karena
itu, BP2SDM merasa memiliki andil, terutama dengan fungsi penyuluhan yang melekat
sebagai fungsi organisasi untuk dapat mewujudkan swasembada pangan dan energi nasional.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian
Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BP2SDM) mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan
sumber daya manusia kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BP2SDM
menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya
manusia kehutanan;

2. pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia
kehutanan,;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan
penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyuluhan
kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;

5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia kehutanan;

6. pelaksanaan administrasi badan; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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BP2SDM bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM) (terdiri dari + 16.000 SDM yaitu Aparatur Kementerian Kehutanan dan Non Aparatur
Kementerian Kehutanan) yang tersebar di unit eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

Pelaksanaan Monitoring, Analisis, dan Evaluasi pada BP2SDM mengangkat urgensi
antara lain a). perlu adanya perubahan nomenklatur kelembagaan dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah bertransformasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan menjadi Kementerian Kehutanan; b). beberapa Peraturan Menteri
bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih bersifat parsial; c).
belum diaturnya tata hubungan/mekanisme kerja penyuluhan lintas unit kerja eselon I terkait,
dinas kehutanan, dan UPT, serta pendanaan penyuluhan kehutanan; d). tuntutan
perkembangan sains dan teknologi serta digitalisasi informasi, memerlukan reorientasi
pengaturan sistem yang berbasis teknologi informasi; dan d). perlu adanya upaya
mewujudkan Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy) dalam Penyelenggaraan Kehutanan

serta pembinaan .

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup rumusan
permasalahan yang menjadi pokok evaluasi, yaitu:
1. Permasalahan apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Menteri
bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia?
2. Bagaimana rekomendasi hasil monitoring, analisis, dan evaluasi mengenai isu krusial
pelaksanaan Peraturan Menteri bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia?

C. Ruang Lingkup Monitoring, Analisis, dan Evaluasi
Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang telah
dilakukan oleh Tim Monitoring, Analisis, dan Evaluasi adalah memberikan dukungan teknis
dan administratif dalam rangka evaluasi terhadap Peraturan Menteri bidang Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta melakukan klasterisasi, monitoring,
pengkajian, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap Peraturan Menteri tersebut yang
diklasifikasikan sesuai dengan bidang pengaturan Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber

Daya Manusia (Aparatur).
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Adapun objek peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dievaluasi sesuai

klasifikasi antara lain:

Tabel 1. Identifikasi Peraturan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

No

Judul Peraturan

EKksisting

(1)

2)

(€)

Pusa

t Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Aparatur)

1.

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara
Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan P.15/Menlhk-11/2015

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar
Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan P.17/Menlhk-1I/2015

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar
Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan P.52/Menlhk-
Setjen/2015

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standard
dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil
Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Bidang Kehutanan Di Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/
2016

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar
Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pengawas
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar
Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan
Administrator Lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman
Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali
Ekosistem Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman
Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017

Permen PAN & RB tentang Jabatan Fungsional
Pengendali Ekosistem Hutan

Permen PAN & RB 74 Tahun 2020

D. Metode Evaluasi

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan
tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-

undangan' yang mendasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

! Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-
HN.01.03-07, tanggal 31 Desember 2019, hIm.8-15.
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1. Dimensi Pancasila

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila
bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan
mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian
nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah
landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila
tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif
dan/atau alternatif. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai analisis,
yakni: Ketuhanan; Kemanusiaan; Persatuan; Kerakyatan; dan Keadilan. Dari masing-

masing variabel tersebut terdapat indikator turunannya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas lex superiori derogat
legi inferior, yang artinya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan
perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki
batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-
undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-
undangan dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang Peraturan Menteri yang
dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang
dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan
peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang
mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan
peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan
perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-
undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil
dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut

(dasar hukum materiil).
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Materi muatan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran
ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Peraturan Menteri
dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari Undang-
Undang yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan
yang bersifat teknis administratif.

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara
komprehensif atau menyeluruh (helicopter view), mulai dari Judul Peraturan Perundang-
undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan
Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga
Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh
pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan

perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam
implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara undang-undang
dengan peraturan pelaksananya; (2) perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan (3)
benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang
tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1)
timbulnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa
hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa
dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui
disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan,
5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel
kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang
melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja,
pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih
peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau
antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam

pengaturannya.
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4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis
terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Cara melakukan
penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian
dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan
bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan
pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata,
ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan

pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang

Bersangkutan
Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu

peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas

lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
misalnya:

a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang
termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);

b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan
perundang-undangan bidang Hukum Perdata);

c. Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundang-
undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional); - Asas Kepastian, Asas
Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk
peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi
Negara); atau

d. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion
untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum

Lingkungan.
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Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus,
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas

bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan
tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna.
Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta
kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang
terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah
dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan
perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan
yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat
diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum
tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan
produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan
implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada
kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di
masyarakat (law in action).

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan
penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) atas suatu
isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan
evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul
setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan

tujuan yang diharapkan.
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BAB II
PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi
1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan.

Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Salah satu fungsinya adalah perumusan dan penetapan kebijakan atau regulasi di bidang
kehutanan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan merupakan
instrumen untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan
negara. Peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara. Setiap peraturan yang terbit bertujuan untuk menyelesaikan masalah
bukan menambah permasalahan dan ketidakpastian serta ketidakadilan. Peraturan yang telah
terbit tidak serta merta tanpa masalah. Dalam perkembangannya, seringkali peraturan yang
ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga perlu adanya pemantauan dan peninjauan
atau evaluasi.

Kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang
tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam konsideran ‘menimbang’ dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan?, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:?

2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Lembaran Negara (LN) Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5234,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara (LN) Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara (TLN) Nomor 6801.

3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Evaluasi, hlm.5-6.
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Gambar 1. Kedudukan evaluasi

Dalam Pasal 95A ayat (1) Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang disebutkan bahwa
Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang
berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan
untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku
sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan
kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan
menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Pemantauan dan
Peninjauan dapat dimaknai dengan evaluasi peraturan perundang-undangan, yakni penilaian
terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, untuk mengetahui
apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.*

Evaluasi peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan,
yang menyebutkan bahwa Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, evaluasi, dan
analisis peraturan perundang-undangan, analisis administrasi perizinan dan non perizinan,
pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum,
pengundangan dan sosialisasi hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum salah
satunya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro

Hukum dengan melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis dan evaluasi.

* Ade Irawan Taufik, “Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal
RechtsVinding, Vol. 10 No.2, Agustus 2021, hlm. 286.
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Tim Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan
Perjanjian Kerja Sama yang berada di Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum
menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi dan analisis evaluasi pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama. Tujuan pelaksanaannya untuk
mengetahui permasalahan perundang-undangan bidang kehutanan yang telah berlaku dan
diimplementasikan. Hal tersebut mencakup analisis hukum yang diperoleh dari isu krusial
atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan pengujian dengan
implementasi kondisi/fakta dilapangan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi/setara antar sektor maupun intern Kementerian Kehutanan
(bertentangan/disharmonis, multitafsir, inkonsistem, atau tidak operasional), untuk
memberikan rekomendasi pelaksanaan terhadap suatu peraturan perundang-undangan
kedepannya (dipertahankan, direvisi, atau dicabut). Analisis kebijakan terkait dengan
simplikasi peraturan perundang-undangan.

Salah satu evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Biro Hukum
salah satunya melaksanakan kegiatan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Permenlhk) bidang P2SDM, yang meliputi:

a. Evaluasi direncanakan untuk seluruh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (saat ini Peraturan Menteri Kehutanan).

b. Pada tahap awal telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) tahun 2022,
evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengelolaan Hutan
Lestari (PHL) tahun 2023, dan evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (tahun 2024).

Pelaksanaan kegiatan evaluasi tidak luput dari kendala atau resiko di dalamnya, resiko
yang akan muncul antara lain:
a. Kesulitan dalam penyiapan bahan untuk analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan.

b. Kesulitan dalam hal anggaran yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan evaluasi.

Penanganan atas risiko yang akan terjadi antara lain:
Pembentukan Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
b. Penambahan intensitas pertemuan baik secara formal (rapat pembahasan) maupun

informal (pembahasan door to door).
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Dalam mencapai tujuan evaluasi, peran aktif Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon
IT sangat penting. Hal ini diaktualisasikan dalam Tim Monitoring, Analisis, dan Evaluasi
(Tim Evaluasi) untuk melaksanakan kegiatan Monitoring, Analisis, dan Evaluasi Peraturan
Menteri bidang P2SDM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Kehutanan Nomor 50 Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025.

Tim melakukan klasterisasi Peraturan Menteri bidang P2SDM sesuai dengan bidang
pengaturan, yaitu:
1. Sekretariat BP2SDM;
Pusat Penyuluhan Kehutanan;
Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia;

wok »w N

Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan.

Proses pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri bidang P2SDM dimulai bulan Februari

2025 sampai dengan November 2025.

2. Kerangka Pengaturan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BP2SDM didukung oleh perangkat unit
kerja Eselon II dan UPT dengan tugas dan fungsinya secara terintegrasi mulai dari
Kesekretariatan, Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyuluhan
Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, sampai dengan
Pengembangan Generasi Pelestari Hutan. Selain hal tersebut koordinasi dan sinergi tugas
dan fungsi dengan Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan guna pencapaian kinerja
organisasi sangat diperlukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015, Lampiran BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan:

. . Daerah
Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah provinsi kabupaten/kota
Pendidikan dan a. Penyelenggaraan a. Pelaksanaan
Pelatihan, Penyuluhan pendidikan dan penyuluhan
dan Pemberdayaan pelatihan serta kehutanan
Masyarakat di bidang pendidikan provinsi. .
menengah b. Pemberdayaan
Kehutanan kehutanan. masyarakat di
b. Penyelenggaraan bidang kehutanan.
penyuluhan
kehutanan nasional.
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BP2SDM bertanggungjawab atas pengembangan kompetensi SDM Aparatur
Kehutanan (+ 16.000 orang SDM Kementerian Kehutanan) yang tersebar di unit eselon I
lingkup Kementerian Kehutanan SDM Non Aparatur Kehutanan. Cakupan wilayah
pelayanan BP2SDM yang sangat luas meliputi:

a. Instansi Internal (Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan dan UPT Kementerian

Kehutanan sejumlah 169 unit);

b. Instansi Pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan,
yang mencakup 38 provinsi; dan
c. Instansi Eksternal (dunia usaha) yang mencakup 1.626 unit PBPH yang berada di dalam

dan di sekitar Kawasan hutan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;

Tugas danFungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup BP2SDM
1. SEKRETARIAT BADAN

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan, yang

memiliki kewenangan atributif antara lain dalam:

a. pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum bidang

penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan

b. penyusunan dan pembinaan rancangan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri

bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
2. PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN

Kelembagaan penyuluhan mempunyai tugas antara lain:

a. menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan kehutanan nasional,
standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan
penyuluhan kehutanan;

b. menyelenggarakan pengembangan penyuluhan kehutanan, pangkalan data,
pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan kehutanan.

Selain hal tersebut juga mempunyai tugas pembinaan sumber daya penyuluh kehutanan

yang tersebar di unit eselon I lingkup Kementerian Kehutanan dan dan Pemerintah

daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan, yang di dalamnya juga
termasuk pembinaan terhadap sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan;

Penyuluh Kehutanan yang ada saat ini:

a. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PK PNS) sebanyak 2.678 orang (lingkup

dinas provinsi, kantor pusat penyuluhan, dan UPT kementerian).
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b. Penyuluh Kehutanan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PK P3K)
sebanyak 460 orang (lingkup dinas provinsi, kantor pusat penyuluhan, dan UPT
kementerian).

c. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebanyak 6.209 orang; dan

d. Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) sebanyak 883 orang.

Cakupan wilayah pelayanan Pusat Penyuluhan yang sangat luas meliputi:

a. Instansi Internal (Eselon I lingkup Kemenhut dan UPT Kemenhut);

b. Instansi Pemerintah Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan,
yang mencakup 38 provinsi dan 25.863 desa yang berada di dalam dan di sekitar
Kawasan Hutan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; dan

c. Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut)
yang teregistrasi di SIMLUH sebanyak 26.296 kelompok (data SIMLUH, 7
November 2024).

3. PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta serta

diselenggarakan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan sumber daya

manusia. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan

tugas antara lain: Penyusunan Standar Kompetensi JF binaan Kementerian Kehutanan,

yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural

menjadi dasar acuan dalam penyusunan instrumen penilaian kompetensi dan

rekomendasi pengembangan kompetensi.

Terdapat 4 (empat) Jabatan Fungsional binaan Kementerian Kehutanan yang tersebar

baik di Pusat, Unit Pelaksana Teknis, dan Pemerintah Daerah, yaitu :

a. Polisi Kehutanan (Polhut).

b. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).

c. Penyuluh Kehutanan (PK).

d. Manggala Agni (MA).

Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) juga
bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi SDM Aparatur Kehutanan dan
SDM Non Aparatur Kehutanan serta Sertifikasi SDM Non Aparatur Kehutanan.

SDM Non Aparatur yang dimaksud merupakan personil Non ASN yang bekerja di

sektor kehutanan. Sertifikasi tenaga kerja bidang kehutanan diperlukan dalam rangka
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penjaminan mutu/pengakuan kompetensi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga teknis bidang kehutanan. Saat ini, SDM
Non Aparatur yang telah disertifikasi adalah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
(GANIS PH).

4. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan bertanggung jawab terhadap
pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap
relevan dengan tuntutan organisasi. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan
dalam bentuk:

a. pendidikan formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. pelatihan melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal.

Selain hal di atas, penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kehutanan juga didukung 12 (dua belas) UPT, yang terdiri atas:

a. 7 (tujuh) Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK); dan
b. 5 (lima) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)),

yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. PUSAT PENGEMBANGAN GENERASI PELESTARI HUTAN

Untuk mempertahankan eksistensi dan kelestarian hutan, pengembangan sumber
daya manusia dilakukan secara massif. Pengembangan sumber daya manusia tidak
hanya dilakukan dengan sasaran aparatur dan non aparatur di bidang kehutanan, namun
juga terhadap generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam
melestarikan hutan, baik melalui inisiatif lokal, aktivisme global, maupun inovasi
teknologi. Beberapa laporan aktivitas lingkungan, lebih dari 50% dari aktivis pecinta
alam adalah kaum muda yang berusia di bawah 30 tahun. Mereka terlibat dalam
berbagai kampanye, mulai dari penanaman pohon, advokasi perubahan kebijakan,
hingga gerakan sosial yang menuntut pengurangan deforestasi.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, upaya konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.
Peran serta rakyat dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat baik yang
terorganisasi maupun tidak. Rakyat didorong agar dapat berperan secara aktif dalam

kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga rakyat

P
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diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya
guna dan berhasil guna.

Generasi muda dapat mengambil peran dalam berbagai kegiatan dalam
pelestarian hutan maupun keterlibatannya dalam sebagai pendamping atau wirausaha
muda. Mereka dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, mengembangkan
usaha, serta memasarkan produk hasil hutan secara inovatif. Anak muda punya peran
dalam melakukan inovasi dan mengedukasi dalam berbagai upaya pelestarian hutan
dengan pendekatan/treatmen khusus untuk membangun suatu sikap/kebiasaan,

khususnya sikap peduli cinta alam.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS
a. BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM di
tingkat tapak khususnya penataan proporsionalitas wilayah pelayanan dilakukan untuk
mewujudkan efektifitas pelayanan kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM,
pemenuhan kebutuhan layanan penyuluhan dan pengembangan SDM dilakukan oleh 7
(tujuh) Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan perencanaan pelatthan dan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia lingkungan hidup dan kehutanan, pelatihan dan fasilitasi pengembangan
kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, serta pemantauan
dan evaluasi hasil pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya

manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Tabel 2. Balai Penyuluhan dan Pelatihan Kehutanan

No Nama Lokasi Wilayah Kerja
@ 2) 3 @
1 Balai P2SDM | Pematang Siantar, a. Provinsi Aceh;
Wilayah I Sumatera Utara b.  Provinsi Sumatera Utara;
c.  Provinsi Sumatera Barat.
2 Balai P2SDM | Pekanbaru, Riau a. Provinsi Riau;
Wilayah II b.  Provinsi Bengkulu;
c.  Provinsi Kepulauan Riau;
d. Provinsi Jambi;
e.  Provinsi Sumatera Selatan.
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Nama

Lokasi

Wilayah Kerja

(€))

()

3

(C))

Balai P2SDM
Wilayah IIT

Rumpin, Jawa Barat

®

Provinsi  Daerah  Khusus
Jakarta;

Provinsi Banten;

Provinsi Lampung;

Provinsi Kalimantan Barat;
Provinsi Bangka Belitung;
Provinsi Maluku;

Provinsi Maluku Utara.

Balai
Wilayah IV

P2SDM

Kadipaten, Jawa

Barat

CoelRHoe e T

Provinsi Jawa Barat;

Provinsi Jawa Tengah;
Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Provinsi Jawa Timur.

Balai
Wilayah V

P2SDM

Samarinda,
Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur;
Provinsi Kalimantan Selatan;
Provinsi Kalimantan Tengah;
Provinsi Kalimantan Utara

Balai
Wilayah VI

P2SDM

Makassar, Sulawesi
Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan;
Provinsi Sulawesl Utara;
Provinsi Sulawesi Tenggara;
Provinsi Sulawesi Tengah;
Provinsi Sulawesi Barat;
Provinsi Gorontalo;
Provinsi Papua Barat;
Provinsi Papua Barat Daya;
Provinsi Papua;

Provinsi Papua Pegunungan;
Provinsi Papua Tengah; dan
Provinsi Papua Selatan;

Balai P2SDM Wilayah|
Vil

Kupang, Nusa
Tenggara Timur

=

Pl FT ER S0 A0 TR lan oA

Provinsi Nusa  Tenggara
Timur;

Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Provinsi Bali.

Setiap Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki Kawasan Hutan
Dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (KHDTK) Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) Kehutanan Kehutanan.

KHDTK Diklat Kehutanan adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan guna

mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Kehutanan yang terampil,

profesional, berdedikasi, jujur serta

amanah dan berakhlak mulia, yang mampu

menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam Pengurusan Hutan.

7
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Tabel 3. Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan di setiap BPLHK

Luas
No. | Pengelola | Nama KHDTK | KHDTK Lokasi Dasar Hukum
(ha)
@ (€)) (&) “@ () (6)
1. BPLHK Kawasan  Hutan | 66,80 Rumpin SK.338/Menhut-11/2010
Bogor Dengan  Tujuan
Khusus Rumpin
2. BPLHK |a. KHDTK Diklat | 6 Kabupaten | SK.132 Tahun 2024
Kadipaten Kehutanan Purwakarta
Purwakarta
b. Hutan 146,58 Majalengka | SK.446/SETJEN/PLA.0/7/2019
Pendidikan dan
Pelatihan
Sawala-
Mandapa
3. BPLHK Hutan Pendidikan | 12727 Pondok Keputusan  398/Kpts-11/1988
Pematang | dan Pelatihan Buluh dan SK.1030/Menhut-
Siantar Pondok Buluh VII/Kuh/2015
4. BPLHK Hutan Pendidikan | 2183 Bukit Keputusan  101/Kpts-11/1983
Pekanbaru | Bukit Suligi Suligi dan SK.729/Menhut-11/2009
5. BPLHK Hutan Pendidikan | 4310 Samarinda | 8815/Kpts-11/2002
Samarinda | dan Latihan Balai
Latihan
Kehutanan/SKMA
Samarinda
6. BPLHK Hutan Pendidikan | 601,26 Tabo-Tabo | SK.105/Menhut-11/2004  dan
Makassar | dan Pelatihan SK.13/Menhut-11/2010
Tabo-Tabo
7. BPLHK a. Hutan 2973,2 Kupang SK.141/Menhut-11/2004  dan
Kupang Pendidikan dan SK.367/Menhut-11/2009
Pelatihan
Kupang
b. Hutan 66 Kupang SK.398/Menlhk/Setjen/Pla.0/
Pendidikan dan 8/2017
Pelatihan
Mapoli dan
Buat
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Tabel 4. Pengelolaan KHDTK Eks Badan Standarisasi Instrumen Yang
Dilimpahkan Kepada BP2SDM

No. | Pengelola Nama KHDTK Dasar Hukum

@ 2) 3 ()

1. BP2SDM | Aek Nauli SK.403 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengelolaan
_ Sementera Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

2. Si Ali-Ali Eks Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

3. Aek Godan

4. Malili

5. Borisalo

6. Mengkendek

7. Sebulu

8. Labanan

9. Sangai

10. Parung Panjang

11.

Oelsonbais

b. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI

Pengembangan sumber daya manusia sektor kehutanan juga dilakukan melalui
penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan melalui Sekolah Menengah
Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi
penyusunan rencana pendidikan menengah kejuruan kehutanan dan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah

lanjutan tingkat pertama atau sederajat. Saat ini terdapat 5 (lima) SMKKN, yaitu:

Tabel 5. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri dan Wilayah Kerjanya

Yo

No Nama Lokasi Wilayah Pelayanan®)
@ 2) 3 (C))
1 SMKKN Kadipaten Kadipaten Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan
Bali
2 SMKKN Pekanbaru Pekanbaru Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3 SMKKN Samarinda Samarinda Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4 SMKKN Makassar Makassar Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi
dan Kepulauan Nusa Tenggara
5 SMKKN Manokwari Manokwari Provinsi di seluruh Pulau Papua dan
Kepulauan Maluku
MONITORING, ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN MENTERI BIDANG 19

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



B.

Peraturan Menteri telah disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang mendukung

kinerja, tugas dan fungsi BP2SDM dan menjadi objek evaluasi.

Isu Krusial

Secara garis besar, Tim Evaluasi telah mengidentifikasi beberapa isu dalam evaluasi

Peraturan Menteri bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM antara lain:

1.

Adanya perubahan nomenklatur kelembagaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yang telah bertransformasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

menjadi Kementerian Kehutanan, sehingga nomenklatur serta susunan organisasi pada

Kementerian Kehutanan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang

Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Menteri bidang P2SDM perlu menyesuaikan;

. Beberapa Peraturan Menteri bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia masih bersifat parsial;

. Belum diaturnya tata hubungan/mekanisme kerja penyuluhan lintas unit kerja eselon I
terkait, dinas kehutanan, dan UPT, serta pendanaan penyuluhan kehutanan;

. Tuntutan perkembangan sains dan teknologi serta digitalisasi informasi, memerlukan

reorientasi pengaturan sistem yang berbasis teknologi informasi;

. Perlu adanya upaya mewujudkan Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy) dalam

Penyelenggaraan Kehutanan serta pembinaan;

. Adanya penyesuaian terkait Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian

Kehutanan mengacu pada arahan Menteri yaitu izin belajar menjadi tugas belajar dari

pemerintah, sponsor, dan mandiri;

. Adanya perhatian Pimpinan untuk materi seleksi dan selesainya pendidikan, tidak perlu

mengikuti uji 4 kriteria sebelum pendidikan dan orasi ilmiah untuk S-3 ketika selesai

Pendidikan;

. Mewujudkan BP2SDM sebagai core system dalam pengembangan SDM Kehutanan, untuk

mewujudkan Asta Cita Keempat melalui kinerja organisasi Kementerian Kehutanan yang
baik (good governance), cerdas (smart governance) dan berkinerja tinggi (high
performance), serta mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
manajerial, sosial kultural, teknis, dan profesional, serta bertalenta unggul yang relevan
dengan sasaran strategis organisasi untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan

strategis nasional;

. Perlu melibatkan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dalam pemberian Penghargaan

Wanalestari selain Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan Manggala Agni;

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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10.

11.

12.

13.

Terdapat dualisme pengaturan kelompok terutama dalam substansi pembinaan. Pembinaan
Kelompok Tani Hutan (KTH) diatur tersendiri sedangkan KTH yang telah menjadi
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) memiliki sistem pembinaan sendiri.
Terdapat perbedaan penafsiran dari Ditjen KSDAE terkait definisi KTH terutama untuk
diksi “petani” dan “di dalam kawasan hutan” karena istilah “petani” dianggap bekerja di
luar kawasan hutan bukan di kawasan hutan, sedangkan KTH bekerja di dalam Kawasan
hutan termasuk di dalam kawasan konservasi, sehingga narasi dan definisi perlu diperluas.
Perubahan paradigma system diklat menjadi pembelajaran pengembangan kompetensi
secara terintegrasi (corporate university).

Isu krusial khusus terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 438 sampai dengan Pasal 471

a. Kenyataan pada permohonan KHDTK ada yang tidak termasuk dalam daftar di atas.
contoh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eselon I lingkup KLHK
(Gakkum, Setjen, BPDAS, Pramuka Saka Wanabkati & Saka Kalpataru) Pramuka dan
Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan.

Sehingga apabila memang seperti itu/untuk mengakomodir diusulkan penambahan
substansi yaitu: Pimpinan Lembaga lainnya yang disetujui oleh Menteri sesuai
kewenangannya.

b. Berkaitan dengan Pasal 439, perlu pengaturan pengecualian ketika yang mengajukan
permohonan KHDTK ada yang tidak termasuk dalam daftar pada Pasal 439
berdasarkan kewenangan Menteri.

Contoh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Temangung Jaten,
Gakkum di Sentul Jabar, Pramuka Saka Wanabakti & Saka Kalpataru di sentul Jabar

c. Usulan penambahan unit KHDTK apakah perlu dibatasi? karena pada kenyataannya
BNPT sedang memohon 2 (dua) unit KHDTK, Gakkum menambah 1 (satu) unit
KHDTK. Pengaturan ini juga harus ada pendetailan.

d. Frasa pertimbangan teknis menjadi rekomendasi karena perspektif orang teknis frasa
pertimbangan teknis harus memberikan telaahan teknis terhadap Kawasan, sedangkan
BSI & BP2SDM tidak punya tugas dan fungsi/menilai teknis terhadap Kawasan,
sehingga perlu pendetailan dan perubahan terhadap istilah ini. Antara lain perlunya
definisi pertimbangan teknis apakah menilai kelayakan kelembagaan calon pengelola

KHDTK atau menilai kawasan yang dimohon layak untuk diklat/litbang.
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Kenyataannya ada Institusi pendidikan yang tidak termasuk dalam daftar Pasal ini
mengajukan permohonan penetapan KHDTK. Sehingga perlu kesepakatan apakah
yang mohon KHDTK diklat berdasarkan ketentuan ini merupakan perguruan tinggi,
atau apakah dimungkinkan dari sekolah menengah kejuruan bidang kehutanan atau
institusi lain? Termasuk juga ketentuan akreditasi dan ketersediaan anggaran guna
memenuhi kewajiban sebagai pengelola KHDTK misalnya untuk tata batas dll.
Karena kebanyakan yang memohon penetapan KHDTK nota bene Institusi
Pendidikan belum dapat menganggarkan sebagai pengelola KHDTK dan akhirnya
KHDTK mangkrak dan terjadi perambahan.

Perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur bahwa tidak boleh terdapat kegiatan
penebangan di KHDTK, dikarenakan sebagian besar pengelola KHDTK
menginterprestasikan bahwa boleh dilakukan penebangan di KHDTK, dikarenakan
salah satu jenis pelatihan pengelolaan hutan adalah pemanenan, dimana hal tersebut
mencakup praktek penebangan pohon dan pemotongan kayu. Disamping itu banyak
dari pengelola KHDTK menggunakan teori daur hidup tanaman, yang di dalamnya
terdapat kegiatan penebangan pohon dan pemotongan pohon/kayu.

Perlu pendetailan dikarenakan kerja sama dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan
tata batas dan dokumen rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP) disahkan.
Kegiatan kerjasama pada KHDTK Diklat Kehutanan wajib dilaporkan kepada Dirjen PKTL
dan Kepala BP2SDM.

Perlunya ada ketentuan yang menegaskan bahwa luas areal pemanfatan serta
pembangunan sarana dan prasarana paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas
KHDTK, dikarenakan sebagian besar pengelola KHDTK menginterprestasikan luas
areal pemanfaatan serta pembangunan sarana dan prasarana paling banyak 20% (10%
untuk areal pemanfaatan ditambah 10% areal pembangunan sarana dan prasarana)
Perlunya pendetailan pengaturan pada Pasal ini seperti Pelaporan KHDTK Diklat
Kehutanan disampaikan kepada Menteri cq. Kepala BP2SDM secara berkala setiap 1
(satu) tahun sekali pada minggu ketiga bulan Desember; dan Pelaporan KHDTK
Diklat Kehutanan dilakukan rekapitulasi oleh Kepala BP2SDM dan disampaikan
kepada Menteri

Pasal-pasal ini hanya mengamanatkan bahwa kegiatan evaluasi hanya dilakukan oleh
Direktur Jenderal, pada kenyataannya KHDTK dikelola oleh BP2SDM & BSI,
sehingga seolah-olah Ditjen PKTL mengevaluasi kinerja 2 (dua) Eselon I Pengelola
KHDTK.

Yo
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Kemudian untuk KHDTK yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan, Pembina yang
ditunjuk adalah BP2SDM. Tugas Pembina salah satunya adalah evaluasi, namun di
Permen ini tidak mengamanahkan evaluasi yang dikelola oleh Pembina.

Untuk itu perlu ditambahkan pengaturan bahwa kegiatan evaluasi dapat diusulkan oleh
BSI dan/atau BP2SDM berdasarkan hasil pelaporan, monitoring dan pembinaan.

k. Pasal ini membingungkan. Pada dasarnya instansi yang bisa melakukan pencabutan
izin adalah instansi yang memberikan izin yaitu Menteri dhi. Dirjen PKTL sebagai
pemrakarsa penetapan KHDTK, sedangkan BSI dan BP2SDM merupakan Pembina
sekaligus selaku Pengelola KHDTK.

Atas hal ini diusulkan pendetailan pengaturan dan bahwa pencabutan KHDTK
dilakukan setelah dilakukan evaluasi, peringatan tertulis dari Dirjen Planologi

Kehutanan.

Isu krusial pada evaluasi Peraturan Menteri dituangkan dalam bentuk matrik dalam
kolom Analisis Hukum (Implementasi dan kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan)

dan rekomendasi.

C. Matriks Analisis

Peraturan Menteri eksisting telah disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang
mendukung kinerja, tugas dan fungsi BP2SDM, namun demikian dalam perkembangannya perlu
dilakukan evaluasi secara rutin guna pembaruan Peraturan Menteri sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan kemudahan dalam implementasi.

Selain hal tersebut di atas, Sekretariat BP2SDM juga ikut serta dalam pelaksanaan evaluasi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta
Penggunaan Kawasan Hutan di tahun 2024, khusus pengaturan KHDTK Pasal 438 sampai
dengan Pasal 471.

Hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7
Tahun 2021 selain dimuat dalam Laporan Hasil Evaluasi Peraturan Menteri Bidang Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024, juga dimuat dalam Laporan Hasil Evaluasi

Peraturan Menteri Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM ini.
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PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (APARATUR)

“ld perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant - sesuatu dinyatakan

sempurna apabila setiap bagiannya lengkap”

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2015 tentang
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK-II/2015 tentang
Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

. Peraturan Menteri LHK Nomor P.52/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Standar Kompetensi
Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/12/2016 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di Daerah.

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/1/2017 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pengawas Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN
KUM.1/1/2017 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Administrator Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/7/2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

. Permen PAN & RB Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan.




PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/ PERATURAN MENTERI KEHUTANAN BIDANG

MATRIKS EVALUASI HUKUM

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 6. Matriks Evaluasi Peraturan Pada Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Analisis Hukum

. Pengaturan (Implementasi dan kaitannya Rekomendasi
MO LU (Pasal-Pasal terkait Isu Krusial) dengan Peraturan Perundang- Tetap/Ubah/
undangan) Cabut Perlu/Mendesak
@ (2) (&) (C) O] Q)
1. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.15/MENLHK-11/2015 TENTANG TATA CARA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Metode evaluasi menggunakan dimensi penilaian:
1) Dimensi Pancasila;
2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
5) Dimensi Kesesuaian Asas bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
1. Restrukturisasi Menimbang : Perubahan nomenklatur | Cabut Perlu
Kementerian dari | a. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang | Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Aparatur Sipil Negara mengamanatkan untuk pengisian | dan Kehutanan menjadi
Hidup dan Kehutanan jabatan  pimpinan  tinggi pada  Kementerian, | Kementerian Kehutanan.
menjadi Kementerian Kesekretariatan Lembaga Negara, Lembaga Non
Lingkungan Hidup/Badan Struktural dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka
Pengendalian Lingkungan dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi,
a Hidup, dan Kementerian kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam
’ Kehutanan. jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai
2. Penyesuaian substansi dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan
materi terkait pengisian yang berlaku;
jabatan pimpinan tinggi, | b. bahwa dalam upaya mencapai yang dimaksud dalam huruf
sesuai dengan Undang- a, serta dengan memperhatikan kondisi pentingnya

Undang Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil
Negara.

operasionalisasi kegiatan dalam rangka aktualisasi
kelembagaan dan program, diperlukan pengaturan
termasuk kegiatan perintisannya;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri
Lingkungan—Hidup—dan Kehutanan tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
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pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah
lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari
intervensi politik.

9. Menteri adalah Menteri Lingkungan—Hidup—dan

Kehutanan Republik Indonesia

1.Pasal 1 Angka 8 (definisi
komisi ASN agar disesuaikan).

2.Pasal 1 angka 9, frasa
“Menteri” agar disesuaikan.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman
dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan
tinggi madya dan pratama secara terbuka di lingkungan
Kementerian Lingkungan-Hidup-dan Kehutanan.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi
calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama
lingkup Kementerian LingkunganHidup-dan Kehutanan

secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan
tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian

LingkunganHidup-dan Kehutanan secara terbuka

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi
madya dan pratama dilakukan oleh panitia seleksi yang
ditetapkan oleh Menteri, terdiri atas unsur pejabat
lingkup Kementerian Lingkungan—Hidup—dan
Kehutanan, pejabat dari instansi lain yang terkait dengan
bidang tugas  jabatan yang lowong, dan
akademisi/pakar/profesional.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi persyaratan :
a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai

jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang

Catatan:
1. Ayat (1) dicek ulang
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lowong, serta memiliki pengetahuan tentang metode
dan standar penilaian kompetensi.

. berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 orang serta

paling banyak 9 orang terdiri dari ketua dan anggota.

. perbandingan anggota panitia seleksi yang berasal

dari Kementerian Lingkungan-Hidup-dan Kehutanan
paling banyak 45% dari total jumlah anggota panitia

seleksi.

. berpedoman pada standar kompetensi jabatan yang

lowong yang terdiri dari kompetensi bidang dan
kompetensi manajerial sesuai ketentuan yang
berlaku.

. dalam melakukan penilaian kompetensi dapat

dibantu oleh penilai kompetensi dan/atau konsultan
sumber daya manusia yang berpengalaman dalam
mengukur kompetensi.

. dalam melakukan penilaian rekam jejak, dapat

dibantu oleh pejabat yang memiliki pengetahuan dan
kemampuan teknis intelejen.

Pasal 4 ayat (3) Standar
Kompetensi jabatan ditetapkan

(3) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada | oleh:
ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan | a. Manajerial dan Sosial Kultural
Menteri oleh Menteri PANRB;
b. Teknis oleh Menteri
Kehutanan.
Pasal 5

Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
sekretariat panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Panitia Seleksi menerbitkan pengumuman pengisian

jabatan pimpinan tinggi yang lowong dalam bentuk surat
edaran, melalui papan pengumuman, media cetak,

Keterangan:
Dicek ulang terkait 15 hari kerja.
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dan/atau  media  elektronik  (termasuk  media

online/internet).

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mengisi lowongan jabatan pimpinan tinggi :

a. madya (setara dengan eselon I a dan 1 b),
disampaikan secara terbuka dan kompetitif kepada
seluruh instansi secara nasional.

b. pratama (setara dengan eselon II a dan II b),
disampaikan secara terbuka dan kompetitif di
lingkup Kementerian FEingkongan—Hidup—dan
Kehutanan.

(3) Pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka selama 15
hari kerja dan memuat antara lain nama jabatan lowong,
persyaratan jabatan, persyaratan administrasi, tahapan,
jadwal dan sistem seleksi, serta batas waktu
penyampaian persyaratan administrasi

Pasal 7

(1) Persyaratan administrasi pengisian jabatan pimpinan
tinggi mencakup surat lamaran, fotokopi SK
kepangkatan dan jabatan yang diduduki, fotokopi ijazah
terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar,
fotokopi SPT tahun terakhir, fotokopi hasil penilaian
prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dan daftar riwayat
hidup lengkap.

(2) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) calon peserta seleksi pejabat
pimpinan tinggi pada saat melamar wajib melampirkan
hasil tes sehat jasmani dan rohani serta keterangan bebas
narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah.

(3) Pendaftaran untuk mengikuti seleksi pejabat pimpinan
tinggi dilakukan secara online sedangkan berkas

Keterangan:

Ayat (1): frasa “fotokopi ijazah
terakhir yang sesuai dengan
jabatan yang dilamar” (agar dicek
kembali).
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kelengkapan persyaratannya dapat dikirim secara
elektronik atau dikirim kepada panitia seleksi.

(4) Penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan
administrasi dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi.

(5) Penilaian administrasi dilakukan oleh panitia seleksi
dengan cara pembobotan dan skoring terhadap kriteria
administrasi kepegawaian, yaitu: pangkat, pendidikan,
penilaian pekerjaan, pengalaman jabatan, penghargaan,
hukuman, umur, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan
fungsional, masa kerja, dan daftar riwayat hidup.

(6) Hasil penilaian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), berupa urutan rangking dan dapat
digunakan untuk menentukan short listed (daftar
pendek) calon yang dapat mengikuti seleksi selanjutnya

Pasal 8

(1) Panitia Seleksi menetapkan minimal 3 (tiga) calon
pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan
administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk
setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.

(2) Pengumuman hasil seleksi administrasi memuat daftar
peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya
dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi serta
dilaporkan kepada KASN.

(3) Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas
waktu pengajuan lamaran

Keterangan:

1. Ayat (1): frasa “setiap 1 (satu)
lowongan jabatan pimpinan
tinggi” (agar dicek kembali);

2. Ayat (2): frasa “dilaporkan
kepada” (perlu dilengkapi
kepada siapa dilaporkan?);

3. Ayat (3): frasa “paling lama 7
(tujuh) hari kerja” (agar dicek
kembali);

Pasal 9

(1) Panitia Seleksi melakukan penilaian lanjutan terhadap
calon pejabat pimpinan tinggi yang telah dinyatakan
lolos seleksi administrasi dan terpilih dalam short listed,
meliputi :
a. kompetensi bidang.
b. kompetensi manajerial.
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2)

€)

(4)

)

(6)

c. penelusuran rekam jejak jabatan, dan

d. wawancara akhir.

Penilaian kompetensi bidang sebagaimana pada ayat (1)
huruf a, dapat dilakukan melalui penulisan karya
tulis/makalah, pemaparan/presentasi, dan wawancara
untuk menggali visi/misi, rencana kerja, dan sasaran
(target) kinerja jabatan pimpinan tinggi yang akan
diduduki.

Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh panitia
seleksi dan dapat melibatkan tenaga ahli/pakar sesuai
keahliannya.

Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan
menggunakan metode assesment center;

Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dilakukan ke tempat asal kerja
termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan
dan lingkungan terkait lainnya.

Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan
klarifikasi kepada instansi terkait

Ayat (5) diubah menjadi:

(5) Penulusuran rekam jejak dapat
dilakukan pada atasan, rekan
sejawat, bawahan, stakeholder
dan administrasi kepegawaian
yang bersangkutan selama
bertugas menjabat jabatan
sebelumnya.

(1)

2

Pasal 10

Panitia seleksi mengolah hasil penilaian terhadap
kompetensi bidang, kompetensi manajerial, rekam jejak,
dan rangking diklat kepemimpinan dan menyusun
peringkat nilai, untuk setiap lowongan jabatan.
Pengolahan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilakukan dengan cara pembobotan dan skoring
untuk menentukan urutan rangking tertinggi setiap
lowongan jabatan

Keterangan:

Ayat (1): frasa “rangking diklat
kepemimpinan” (perlu dicek
kembali).

(1)

Pasal 11

Panitia seleksi melakukan wawancara terhadap calon
pejabat tinggi terpilih untuk setiap lowongan jabatan

Keterangan:
1. Ayat (2) dicek kembali.
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guna memastikan peminatan, motivasi, perilaku dan
karakter.

2. Ayat (3) agar dijelaskan
tembusan ditujukan kepada

(2) Panitia Seleksi dalam  melakukan wawancara siapa.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang
Menteri.
(3) Panitia Seleksi menetapkan calon :
a. pejabat tinggi madya untuk setiap lowongan
jabatan dan menyampaikan kepada Menteri untuk
diusulkan kepada Presiden, dengan tembusan
kepada KASN.
b. pejabat tinggi pratama untuk setiap lowongan
jabatan, dan menyampaikan kepada sckretaris
jenderal untuk diusulkan kepada Menteri, dengan
tembusan kepada KASN
Pasal 12
Pembiayaan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan
tinggi bersumber pada APBN Kementerian EingkanganHidup
dan Kehutanan
Pasal 13 Keterangan:

Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian
jabatan tinggi secara terbuka kepada KASN dan tembusannya
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi

Pasal 13 dicek Kembali.

Pasal 14
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Pasal 15
Seleksi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana
dimaksud Pasal 14 diatur sebagai berikut :

1.

Untuk jabatan pimpinan tinggi madya staf ahli menteri,
mengikuti proses seleksi terbuka sebagaimana diatur
dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada
Kementerian/Lembaga, meliputi :

a.

pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dilakukan secara terbuka bagi PNS dalam lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah
Daerah dan Perguruan Tinggi dalam bentuk surat
edaran melalui papan pengumuman, media cetak atau
media elektronik (termasuk media online/internet)
selama 5 (lima) hari.

penilaian administrasi berupa skoring kriteria
administrasi kepegawaian dan daftar riwayat hidup
dilakukan oleh panitia seleksi.

penilaian lanjutan oleh panitia seleksi untuk menilai
kompetensi manajerial dan kompetensi bidang
dilakukan dengan cara penulisan makalah, presentasi
dan wawancara/diskusi.

panitia seleksi menyampaikan 5 (lima) calon pejabat
tinggi madya per jabatan kepada Menteri untuk
selanjutnya diajukan sebanyak 3 (tiga) calon kepada
Presiden oleh Menteri.

Untuk jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris jenderal,
inspektur jenderal, direktur jenderal dan kepala badan,
dilakukan seleksi sebagai berikut :

a.

penyusunan daftar pendek (short listed) calon pejabat
pimpinan tinggi madya minimal 8 orang per jabatan

Keterangan:
Pasal 15 dicek Kembali.
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dilakukan oleh Menteri dibantu oleh tim kerja yang
ditunjuk oleh Menteri.

b. calon pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana
dimaksud dalam angka (2) huruf a diajukan oleh
Menteri kepada panitia seleksi untuk proses seleksi.

c. seleksi oleh panitia seleksi meliputi penilaian
kompetensi manajerial dan kompetensi bidang melalui
penulisan makalah, presentasi dan wawancara/diskusi.

d. panitia seleksi menyampaikan 5 (lima) calon pejabat
pimpinan tinggi madya per jabatan kepada Menteri
untuk selanjutnya diajukan sebanyak 3 (tiga) calon
kepada Presiden oleh Menteri.

3. Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, dilakukan seleksi
sebagai berikut:

a. penyusunan daftar pendek (short listed) calon pejabat
pimpinan tinggi pratama minimal 3 (tiga) orang per
jabatan dilakukan oleh Menteri dibantu oleh tim kerja
yang ditunjuk oleh Menteri.

b. calon pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana
dimaksud dalam angka (2) huruf a diajukan oleh
Menteri kepada panitia seleksi untuk proses seleksi.

c. seleksi oleh panitia seleksi meliputi penilaian
kompetensi manajerial dan kompetensi bidang melalui
penulisan makalah, presentasi dan wawancara/diskusi.

b. panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) calon pejabat
pimpinan tinggi pratama per jabatan kepada Menteri
untuk ditetapkan salah satunya sebagai pejabat
pimpinan tinggi pratama.
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1. Restrukturisasi

Kementerian dari
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
menjadi Kementerian

Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup, dan Kementerian
Kehutanan.

. Sudah tidak sesuai dengan
nomenklatur organisasi dan

tugas pokok dan fungsi.
. Penyesuaian substansi
materi terkait pengisian

jabatan  pimpinan tinggi,
sesuai dengan Peraturan

Menteri PANRB Nomor 38
Tahun 2017  tentang
Standar Kompetensi
Jabatan  Aparatur  Sipil

Negara.

Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
mengamanatkan penyusunan standar kompetensi dalam
rangka pendayagunaan Aparatur Sipil Negara;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan Peraturan

Menteri LingkunganHidup-dan Kehutanan

Keterangan:
1. Perubahan nomenklatur
Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan menjadi
Kementerian Kehutanan.

2. Standar Kompetensi jabatan
ditetapkan oleh:

a. Manajerial dan  Sosial
Kultural oleh  Menteri
PANRB;

b. Teknis oleh Menteri
Kehutanan.

Cabut

Perlu
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Pasal 1

Standar kompetensi bidang dan manajerial jabatan pimpinan
tinggi madya lingkup Kementerian LingkunganHidup—dan
Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini

Pasal 2

Standar kompetensi bidang dan manajerial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dan pedoman dalam
pelaksanaan tugas, pengembangan SDM, penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta
penyelenggaraan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi

madya lingkup Kementerian Lingkungan—Hidup—dan

Kehutanan

Sudah tidak sesuai dengan
nomenklatur organisasi dan
tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Standar kompetensi bidang dan manajerial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima)
tahun atau sesuai dengan kebutuhan

Catatan:
Lampiran ditinjau ulang (semua)

Lampiran:
Tabel 3 angka 1 Kode Uni Kompetensi LHK.JPTM.002.01

Lampiran:
Tabel 4 angka 1 Kode Uni Kompetensi LHK.JPTM.003.01

Lampiran:
Tabel 4 angka 1 Kode Uni Kompetensi LHK.JPTM01.004.01

Lampiran:
Tabel 6 Ruang Lingkup dan Pengetahuan untuk Setiap
Jabatan

Perubahan sesuai SOTK
Kementerian Kehutanan.

Lampiran:

BAB III STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Standar Kompetensi Manajerial disusun mengacu pada
Pedoman Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun
2012 tentang Perumusan Standar Kompetensi Manajerial yang
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hasilnya diperoleh dari kompilasi standar manajerial Badan
Kepegawaian Negara, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.

Restrukturisasi
Kementerian dari
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
menjadi Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian
Lingkungan Hidup, dan
Kementerian Kehutanan.
Sudah tidak sesuai dengan
nomenklatur  organisasi

Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
mengamanatkan penyusunan standar kompetensi dalam
rangka pendayagunaan Aparatur Sipil Negara;

bahwa kompetensi Bidang dan Manajerial merupakan
salah satu prasyarat yang digunakan antara lain dalam
pengadaan Aparatur Sipil Negara, pengembangan karier,
dan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Lingkungan—Hidup—dan Kehutanan tentang

. Perubahan

nomenklatur
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan menjadi
Kementerian Kehutanan.

. Lampiran Peraturan Menteri

perlu ditinjau ulang (semua).

. Standar Kompetensi jabatan

ditetapkan oleh:
a. Manajerial dan  Sosial
Kultural oleh  Menteri

PANRB;

Cabut

Perlu
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dan tugas pokok dan
fungsi.

Penyesuaian  substansi
materi terkait pengisian
jabatan pimpinan tinggi,
sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor
38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi
Jabatan Aparatur  Sipil
Negara.

Standar Kompetensi Teknis dan Manajerial Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama

b. Teknis oleh
Kehutanan.

Menteri

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang

LingkunganHidup-dan Kehutanan.
Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi

sumber daya manusia dan penyuluhan hngkunganhidup
dan Kehutanan

Pasal 2

(1)

2

Penyusunan standar kompetensi berdasarkan prinsip
yang relevan, valid, dapat diterima semua pihak,
fleksibel, dan dapat ditelusuri, sehingga diperoleh
standar kompetensi yang objektif, transparan, dan
kredibel.

Untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), proses penyusunan setiap tahap standar
kompetensi dilakukan dengan melibatkan para pihak
yang terdiri dari unsur:

a. Regulator;

b. Pakar;
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c. Praktisi;

d. Akademisi;

e. Lembaga diklat;

f. Lembaga sertifikasi; dan

g. Instansi terkait lainnya
Pasal 3

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:

a. kompetensi teknis ; dan

b. kompetensi manajerial

Pasal 4

(1) Standar kompetensi teknis jabatan pimpinan tinggi
pratama lingkup Kementerian LingkunganHidup—dan
Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(2) Standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi
pratama lingkup Kementerian LingkunganHidup—dan
Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Standar kompetensi teknis dan manajerial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan dan pedoman dalam
pelaksanaan tugas, pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM), penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dan
penyusunan materi uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi

pratama lingkup Kementerian FEingkungan—Hidup—dan

Kehutanan.

Pasal 6
(1) Kepala Badan melakukan pembinaan, monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
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(2) Evaluasi terhadap Standar Kompetensi Bidang dan
Manajerial sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setiap
5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan

Pasal 7

Terhadap penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi
pratama yang telah dilakukan, tetap sah dan berlaku, dan
selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

. Restrukturisasi
Kementerian dari
Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan
menjadi Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan

Menimbang :

a. bahwa pegawai aparatur sipil negara yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan
pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi
persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial
kultural;

. Perubahan

nomenklatur
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan menjadi
Kementerian Kehutanan.

. Lampiran perlu ditinjau ulang

(semua).

Cabut

Perlu

N
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Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
Di Daerah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi
Teknis ASN Kehutanan Daerah adalah rumusan
kemampuan kerja sumber daya manusia aparatur
kehutanan daerah yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan
secara profesional di bidang kehutanan di daerah.

Hidup, dan Kementerian | b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (7) Peraturan |3. Standar Kompetensi jabatan
Kehutanan. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat ditetapkan oleh:

. Sudah tidak sesuai dengan Daerah, kompetensi teknis ditetapkan oleh Menteri terkait a. Manajerial dan  Sosial
nomenklatur organisasi dan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri; Kultural oleh  Menteri
tugas pokok dan fungsi. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud PANRB;

. Penyesuaian substansi dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan b. Teknis oleh  Menteri
materi terkait pengisian Menteri Eingkongan—Hidup—dan Kehutanan tentang Kehutanan.
jabatan  pimpinan tinggi, Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil
sesuai dengan Peraturan Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
Menteri PANRB Nomor 38 Kehutanan di Daerah
tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Administrator adalah jabatan yang berisi fungsi,
tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas
dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan seluruh
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana berkaitan
dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

3. Standar Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara
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10.

11.

12.

13.

Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang diukur dari
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis
fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang
dibuktikan dengan serifikasi.

Peta Fungsi adalah gambaran komprehensif tentang
kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha
yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun
standard kompetensi.

Tujuan Utama adalah rumusan tentang keadaan atau
kondisi yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai
dari suatu bidang usaha, yang merupakan titik awal
darimana peta fungsi dikembangkan.

Fungsi Kunci adalah fungsi produktif hirarkhi pertama
dalam mencapai usaha/industri. tujuan utama suatu bidang
Fungsi Utama adalah fungsi produktif hirarkhi kedua yang
merupakan jabaran lebih lanjut dari fungsi kunci.

Unit Kompetensi atau Fungsi Dasar adalah fungsi
produktif hirarkhi ketiga yang merupakan jabaran lanjut
dari fungsi utama, dimana setiap fungsi utama terdiri dari
sejumlah fungsi dasar yang satu sama lain saling terkait
dan saling mendukung.

Kompetensi Umum adalah kompetensi yang wajib
dimiliki  untuk  semua  fungsi  pekerjaan  di
organisasi/instansi/ unit yang distandardisasi.

Kompetensi Inti adalah kompetensi yang wajib dimiliki
sesuai masing-masing fungsi pekerjaan/jabatan.
Kompetensi Pilihan adalah kompetensi yang diperlukan
untuk  menambah  kompetensi  pegawai  dalam
melaksanakan suatu fungsi pekerjaan yang lainnya.
Pengalaman Kerja di Bidang kehutanan adalah
pengalaman pekerjaan di bidang kehutanan dalam jangka
waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan
kompetensi.
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14. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis
maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang
relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau
belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau
kualifikasi tertentu.

15. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian
sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji
kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar
Khusus.

16. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah
memenuhi standar kompetensi tertentu yang telah
ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan
sertifikat kompetensi.

17. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah yang selanjutnya
disebut LSP Pemerintah adalah lembaga pelaksana
asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah
dibentuk oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

18. Asesor Kompetensi Teknis adalah seseorang yang
memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor dan
menguasai metodologi uji kompetensi serta memiliki
kompetensi teknis di bidangnya

Pasal 2

(1) Penetapan Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis

ASN kehutanan di daerah dimaksudkan sebagai acuan
bagi:

c. a. pemerintah daerah dalam mengangkat aparatur untuk

menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan

administrator, dan jabatan pengawas pada
penyelenggara urusan pemerintah bidang kehutanan

di daerah;
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b. LSP Pemerintah untuk melakukan sertifikasi
kompetensi;,

c. lembaga diklat untuk menyusun kurikulum diklat
berbasis kompetensi dalam rangka peningkatan
kompetensi aparatur pada penyelenggara urusan
pemerintah bidang kehutanan di daerah; dan

d. pembina kepegawaian dalam rangka pembinaan dan
pengendalian aparatur penyelenggara pemerintahan
bidang kehutanan di daerah.

(2) Penetapan standar dan sertifikasi kompetensi teknis
bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur
sipil negara penyelenggaran urusan pemerintahan
bidang kehutanan di daerah

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

a. standar kompetensi teknis aparatur sipil negara
penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di
daerah; dan

b. sertifikasi kompetensi teknis aparatur sipil negara
penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di
daerah

Pasal 4

(1) Standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
disusun berdasarkan kehutanan di daerah. peta
kompetensi instansi

(2) Peta kompetensi instansi kehutanan di daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tujuan utama;
b. fungsi kunci;
c. fungsi utama; dan
d. fungsi dasar/unit kompetensi.
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(3) Peta kompetensi penyelenggara urusan pemerintahan
bidang kehutanan di daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 5

(1) Standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
a. jenis jabatan;

b. unit kompetensi; dan
c. persyaratan administrasi jabatan.

(2) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a terdiri atas:

a. jabatan tinggi pratama atau setara eselon dua;

b. jabatan administrator atau setara eselon tiga; dan
c. jabatan pengawas atau setara eselon empat.

(3) Unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi :

a. unit kompetensi umum,;
b. unit kompetensi inti; dan
c. unit kompetensi pilihan.

(4) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ meliputi:

a. pendidikan minimal,

b. pengalaman kerja di bidang kehutanan;
c. masa kerja;

d. pengalaman jabatan; dan

e. diklat teknis bidang kehutanan.

(5) Standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 6
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(1)
2)

€)

Sertifikasi kompetensi teknis dilakukan oleh LSP
Pemerintah.

Sertifikasi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. uji kompetensi; dan

b. penerbitan sertifikat kompetensi.

3) LSP Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. LSP Pemerintah Pusat; dan

b. LSP Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1)

Materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan jenis

jabatan terdiri atas:

a. unit kompetensi teknis untuk jabatan tinggi pratama;

b. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator
bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan
hutan;

c. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator
bidang pemanfaatan hutan;

d. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator
bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi
hutan dan lahan serta reklamasi,

e. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator
bidang perlindungan hutan;

f. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator
bidang konservasi;

g. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator
bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan
masyarakat;

h. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas
bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan
hutan;

N\

MONITORING, ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN MENTERI BIDANG
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

46




i. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas
bidang pemanfaatan hutan;

j- unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas
bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi
hutan dan lahan serta reklamasi;

k. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas
bidang perlindungan hutan;

I. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas
bidang konservasi; dan

m. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas
bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan
masyarakat.

(2) Uraian materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan
jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 8

(1) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 disusun oleh asesor atau tim asesor kompetensi
teknis yang Dbersertifikat dan ditunjuk oleh LSP
Pemerintah yang menyelenggarakan uji kompetensi.

. (2) Asesor atau tim asesor kompetensi teknis dalam
melakukan pengujian dan penyusunan materi uji
kompetensi dapat dibantu oleh tenaga ahli.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan personil yang memiliki keahlian teknis
bidang kehutanan dan di tetapkan oleh Ketua LSP

Pasal 9
(1) Peserta yang akan mengikuti uji kompetensi
J- mendaftarkan diri ke LSP Pemerintah dengan

melampirkan surat perintah tugas dari pimpinan unit
kerja masing-masing.
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(2) Peserta uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji
sesuai dengan standar kompetensi pada jenjang dan jenis

jabatan.

Pasal 10

(1) Uji kompetensi teknis dilakukan dengan pengumpulan
bukti:

a. secara langsung;
b. secara tidak langsung; dan
c. tambahan.

(2) Pengumpulan bukti secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui
observasi di tempat kerja atau disimulasikan di tempat
uji kompetensi sesuai dengan karakterisktik tempat
kerja.

(3) Pengumpulan bukti secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui
verifikasi portofolio yang memenuhi unsur valid, asli,
terkini dan memadai dari peserta uji.

(4) Pengumpulan bukti tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan melalui uji tulis dan
wawancara

Pasal 11

(1) Penilaian uji kompetensi teknis dilaksanakan oleh asesor
kompetensi teknis yang bersertifikat.

(2) Hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh LSP Pemerintah dan
disampaikan kepada kepala instansi yang menangani
kepegawaian di daerah.

Pasal 12

(1) LSP Pemerintah menerbitkan sertifikat kompetensi
teknis bagi peserta yang dinyatakan kompeten.

(2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib digunakan sebagai persyaratan
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dalam menduduki jabatan pada instansi penyelenggara
urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian FEingkungan—Hidup—dan Kehutanan
bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam Negeri.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap Badan Kepegawaian
Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
dan/atau LSP Pemerintah.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Lingkungan
Hidup-dan Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri

Pasal 14

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini
dibebankan pada :

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber lain yang sah

Lampiran I
Peta Kompetensi Instansi Kehutanan di Daerah — Kode Unit
Kompetensi

Lampiran II

Standar Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Di
Daerah - Kode Unit Kompetensi

Lampiran IIT

Uraian Unit Kompetensi Aparatur Sipil Negara Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Di Daerah - Kode
Unit Kompetensi

Rekomposisi ulang
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1. Restrukturisasi
Kementerian dari
Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan
menjadi Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup, dan Kementerian

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal

72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, menyebutkan kompetensi dan kualifikasi
sebagai  dasar/acuan  dalam  penetapan  jabatan,
pengangkatan pada jabatan tertentu, penyelenggaraan
mutasi, penyelenggaraan promosi, dan pengembangan
karier bagi Pegawai Negeri Sipil

1.Perubahan nomenklatur
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan menjadi
Kementerian Kehutanan.

2. Catatan: Lampiran ditinjau
ulang (semua).

Kehutanan . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud | 3. Standar Kompetensi jabatan Cabut Mendesak
2. Sudah tidak sesuai dengan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri ditetapkan oleh:

nomenklatur organisasi dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar a. Manajerial dan Sosial

tugas pokok dan fungsi Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pengawas Lingkup Kultural oleh Menteri
3. Adanya perubahan Kementerian Lingkungan Hidup-dan Kehutanan PANRB;

Peraturan Menteri b. Teknis  oleh  Menteri

PANRBRB No. 38 Tahun Kehutanan.

2017  tentang  Standar

Kompetensi Jabatan ASN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu
yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan
sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

4. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kualifikasi kompetensi. adalah persyaratan yang
mendukung kompetensi

6. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang bertanggung
jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh pejabat pelaksana..

7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat
adalah proses belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan
Non Aparatur Sipil Negara.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
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10.

11.

12.

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pengetahuan adalah  ilmu/metode/informasi  yang
digunakan untuk melakukan proses kerja suatu unit
kompetensi.

Keterampilan adalah keahlian yang digunakan dalam
melakukan proses kerja suatu unit kompetensi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
13. Kepala Badan adalah kepala badan yang bertanggung
jawab d1b1dang penyuluhan dan pengembangan sumber

daya manusia lingkungan-hidup-dan kehutanan

Pasal 2

)

@

Standar kompetensi dan kualifikasi Jabatan Pengawas
dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,
pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta
penyelenggaraan seleksi pengisian Jabatan Pengawas
lingkup Kementerian FEingkungan—Hidup—dan
Kehutanan.

Standar kompetensi dan kualifikasi Jabatan Pengawas
bertujuan untuk penyelenggaraan meningkatkan urusan

kinerja Pemerintahan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Pasal 3

(1

ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Pengawas wajib
memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi Jabatan
Pengawas.

(2) Standar kompetensi Jabatan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. standar kompetensi manajerial; dan
b. standar kompetensi teknis.
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(3) Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(4) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 4

(1) Kualifikasi Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan persyaratan jabatan
yang mendukung kompetensi teknis.

(2) Kualifikasi Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. berstatus PNS;

b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma-III atau
yang setara;

c. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling
singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang
sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki;

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e. memiliki kompetensi teknis dan manajerial sesuai

dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan

f. schat jasmani dan rohani

Pasal 5

(1) Kepala Badan melakukan pembinaan, monitoring, dan

f. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

(2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui
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pelaksanaan dan permasalahan dalam implementasi
Peraturan Menteri ini.

(3) Evaluasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau sesuai
dengan kebutuhan

Pasal 6

Seleksi Jabatan Pengawas yang telah dilakukan tetap sah dan
berlaku, dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri ini

1. Restrukturisasi

Kementerian dari
a. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
menjadi Kementerian

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal
72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, diatur kompetensi dan kualifikasi menjadi
dasar/acuan dalam penetapan jabatan, pengangkatan pada

1. Perubahan nomenklatur | Ubah
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan menjadi
Kementerian Kehutanan.

Mendesak

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

W MONITORING, ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN MENTERI BIDANG
A\ ()




Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup, dan Kementerian
Kehutanan

2. Sudah tidak sesuai dengan
nomenklatur organisasi dan

tugas pokok dan fungsi
3. Adanya perubahan
Peraturan Menteri

PANRBRB No. 38 Tahun
2017  tentang  Standar
Kompetensi Jabatan ASN.

jabatan tertentu,

penyelenggaraan mutasi,
penyelenggaraan promosi, dan pengembangan karier bagi
pegawai negeri sipil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Lingkungan—Hidup—dan Kechutanan tentang Standar

Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Administrator

Lingkup Kementerian EingkunganHidup-dan Kehutanan

. Catatan: Lampiran ditinjau

ulang (semua).

. Standar Kompetensi jabatan

ditetapkan oleh:

a. Manajerial dan  Sosial
Kultural oleh  Menteri
PANRB;

b. Teknis oleh Menteri
Kehutanan.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kualifikasi adalah persyaratan yang mendukung
kompetensi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jabatan Administrator adalah jabatan yang bertanggung
jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan;

Jabatan Administrator Staf adalah Jabatan Administrator
yang berada di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Jabatan Administrator Lini adalah Jabatan Administrator
yang memimpin organisasi unit kerja.

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat
Diklat adalah proses belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan
Non Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pengetahuan adalah  ilmu/metode/informasi  yang
digunakan untuk melakukan proses kerja suatu unit
kompetensi.

Keterampilan adalah keahlian yang digunakan dalam
melakukan proses kerja suatu unit kompetensi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan—hidup—dan
kehutanan.

Kepala Badan adalah kepala badan yang bertanggung
jawab di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber

daya manusia lingkungan-hidup-dan kehutanan
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Pasal 2

(1) Maksud Penetapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi
Jabatan ~ Administrator untuk pedoman dalam
pelaksanaan tugas, pengembangan sumber daya manusia,
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi, serta penyelenggaraan seleksi pengisian
Jabatan Administrator lingkup Kementerian
EingkunganHidup-dan Kehutanan.

(2) Tujuan Penetapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi
Jabatan Administrator untuk meningkatkan kinerja ASN
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup
Kementerian LingkunganHidup-dan Kehutanan

Pasal 3

ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator harus

memenuhi:

a. standar kompetensi; dan

b. kualifikasi Jabatan Administrator

Pasal 4

(1)  Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a meliputi:

a. standar kompetensi manajerial; dan
b. standar kompetensi teknis.

(2)  Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud

e. pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3)  Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini

Pasal 5
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(1)  Kualifikasi Jabatan Administrator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.  berstatus PNS;

b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau
Diploma IV;

c. telah mengikuti Diklat dalam kelompok jenis
Diklat Manajemen Teknis dan/atau Administrasi
EingkunganHidup-dan Kehutanan;

d.  memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan
pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki paling sedikit 3 (tiga) tahun;

e.  setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f.  memiliki kompetensi teknis dan manajerial sesuai
dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;

dan
g.  schat jasmani dan rohani.
(2)  Kelompok jenis Diklat Manajemen

Teknis/Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 6
Jenis Diklat Manajemen Teknis/Administrasi Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dalam kelompok jenis Diklat

Manajemen Teknis/Administrasi LingkunganHidup—dan
Kehutanan ditetapkan oleh Kepala Badan

Pasal 7

(2) Kepala Badan melakukan pembinaan, monitoring, dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Ini.

(3) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui
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pelaksanaan dan permasalahan dalam implementasi
Peraturan Menteri ini.

(4) Evaluasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau sesuai
dengan kebutuhan

Pasal 8

Seleksi Jabatan Administrator yang telah dilakukan tetap sah
dan berlaku, dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri ini

Restrukturisasi Kementerian
dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan menjadi

Kementerian Lingkungan
Hidup/Badan  Pengendalian
Lingkungan  Hidup, dan
Kementerian Kehutanan.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 50 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional
Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai

Perubahan nomenklatur
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan menjadi
Kementerian Kehutanan.

Cabut

Perlu
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instansi pembina Jabatan Fungsional Pengendali
Ekosistem Hutan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.10/Menhut-11/2014 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
dan Angka Kreditnya, pembinaan Jabatan Fungsional
Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal yang
membidangi pengendalian ekosistem hutan dan Kepala
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kehutanan

¢. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Menteri LingkunganHidup
dan Kehutanan tentang Pedoman Pembinaan Jabatan
Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan adalah kegiatan, tindakan dan usaha yang
dilakukan pembina secara efektif dan efisien untuk
meningkatkan kompetensi dan kinerja Pengendali
Ekosistem Hutan agar menjadi profesional sehingga
meningkatkan kinerja unit kerja.

2. Pengendali Ekosistem Hutan selanjutnya disingkat PEH
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan pengendalian
ekosistem hutan

3. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang
mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam
kegiatan Perencanaan Hutan, Pemantapan Kawasan
Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan dan
Lahan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta
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Konservasi Sumber Daya Hutan secara efektif dan efisien
menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.

ol dmeedinde bbb el s b el o o

Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang
disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu
dalam bidang pengendalian ekosistem hutan yang
menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau
keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan
tugas dan syarat jabatan.

Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun
oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu
pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan
tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

analisis ~ permasalahan, kesimpulan dan  saran
pemecahannya.

Unit Pelaksanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan kerja yang Dbersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
Instansi Daerah yang Membidangi Kehutanan adalah
instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan.

Unit Kerja Pembina adalah wunit kerja yang
diberi/memiliki kewenangan dan tanggung jawab
melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional
binaannya.

Koordinator PEH adalah pejabat fungsional PEH yang
bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional PEH.

Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia yang
selanjutnya disebut IPEHINDO adalah organisasi profesi
tunggal yang mewadahi Jabatan Fungsional Pengendali
Ekosistem Hutan di Indonesia.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang selanjutnya disingkat BP2SDM adalah
unit Eselon I yang mengurusi penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia hngkunganhidup
dan kehutanan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 2
(1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH dimaksudkan untuk

meningkatkan profesionalisme PEH dalam rangka
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2)

mendukung terselenggaranya kegiatan pengendalian

ekosistem hutan secara efektif, efisien, terarah dan

optimal.

Tujuan Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional PEH

adalah:

a. menyediakan acuan pembinaan Jabatan Fungsional
PEH bagi instansi/unit kerja terkait;

b. memperjelas tugas para pihak dalam pembinaan
Jabatan Fungsional PEH sesuai kewenangan dan
tanggung jawab masing-masing;

c. mendorong peran Jabatan Fungsional PEH sebagai
ujung tombak pelaksana tugas-tugas teknis dalam
organisasi; dan

d. membangun kesepahaman bersama antar para pihak
dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
PEH

wmo Ao e

h

Pasal 3
Pembinaan Jabatan Fungsional PEH dilakukan berdasarkan
prinsip:

profesionalitas;
kolaborasi;
sinergi;
dinamis;
keterbukaan;
adil;

efisien; dan
efektif.

a.

b.

Pasal 4
Sasaran pembinaan Jabatan Fungsional PEH yaitu :

Pengendali Ekosistem Hutan lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

Pengendali Ekosistem Hutan di instansi pemerintah daerah
yang membidangi kehutanan
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Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. pembina Jabatan Fungsional PEH;
b. monitoring dan evaluasi; dan

c. pembiayaan

Pasal 6

kerja pembina yaitu:
a. Sekretariat Jenderal;

ekosistem hutan;
¢. BP2SDM; dan

a. pembinaan teknis;
b. pembinaan administrasi; dan

(1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH dilakukan oleh unit

b. Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian

d. Instansi daerah yang membidangi kehutanan.
(2) Pembinaan Jabatan Fungsional
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

sebagaimana

c. pembinaan sumber daya manusia

Pasal 7

dan Organisasi.

bertugas:
Fungsional PEH;
PEH;

c. melaksanakan perhitungan
Jabatan Fungsional PEH;

(1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH yang dilakukan oleh
Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian

(2) Biro Kepegawaian dan organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan
a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan

b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
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d. mensosialisasikan Jabatan Fungsional PEH serta
ketentuan pelaksanaannya;

e. membentuk Tim Penilai Pusat;

f. melaksanakan penilaian angka kredit sesuai jenjang
jabatan;

g. menyiapkan bahan penetapan angka kredit;

h. mengembangkan  sistem  informasi  Jabatan
Fungsional PEH;

i. membentuk Sekretariat Tim Penilai Pusat;

j- memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai Pusat
dalam menjalankan tugas;

k. menyusun pedoman penyusunan karya tulis ilmiah
Jabatan Fungsional PEH;

I. menetapkan calon peserta uji kompetensi Jabatan
Fungsional PEH; dan

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan
adminstrasi kepegawaian Jabatan Fungsional PEH

Pasal 8

(1)  Pembinaan Jabatan Fungsional PEH yang dilakukan
oleh  Direktorat Jenderal yang membidangi
pengendalian ekosistem hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat; dan

i c. Unit Pelaksana Teknis.

(2)  Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan pembinaan
bertugas antara lain:

a. mehdsnealan—peninn—anela—leedi—labatan
E conal PEH . :

b. menyiapkan-bahan—penctapan—angka kredit-olch
Sel st Direl lenderal:

)
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c. mengarahkan penempatan Jabatan Fungsional PEH
sesuai bidang tugasnya;

d. memfasilitasi peningkatan kompetensi Fungsional
PEH;

h. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dalam
rangka pengembangan Jabatan Fungsional PEH,
antara lain in-house training, studi banding,
kunjungan kerja, magang, bimbingan teknis bagi
Pejabat Fungsional PEH;

i. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seminar
dan lokakarya atau simposium sebagai unsur
penunjang kegiatan pengendalian ekosistem hutan;

j- mengusulkan calon peserta uji kompetensi Jabatan
Fungsional PEH lingkup Direktorat Jenderal;

k. memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai
Direktorat Jenderal dalam menjalankan tugas;

l. memberikan pelayanan administrasi Jabatan
Fungsional PEH; dan

m. melakukan monitoring kinerja pejabat fungsional
PEH.

(3)  Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'b
dalam melaksanakan pembinaan bertugas antara lain:
a. menyusun pedoman kegiatan teknis Jabatan

Fungsional PEH;

b. menyediakan pelayanan konsultasi kegiatan teknis
Jabatan Fungsional PEH di pusat dan daerah;

c. memberikan bimbingan teknis terhadap Jabatan
Fungsional PEH di Pusat dan daerah;
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d. mensosialisasikan kebijakan teknis direktorat dan
butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional PEH di
pusat dan daerah;

e. menempatkan Pejabat Fungsional PEH sesuai
bidang keahliannya;

f. Memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat
Fungsional PEH di lingkup unit kerjanya antara lain
melalui in-house training, studi banding, kunjungan
kerja, magang, penyediaan sarana publikasi, dan
mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya atau
simposium, bimbingan teknis, dan pelatihan;

h. melibatkan Pejabat Fungsional PEH dalam

penyusunan rencana kegiatan teknis;

i. menyediakan sarana kerja bagi Pejabat Fungsional
PEH;

j- memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis
kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH;

k. mengoptimalkan fungsi Koordinator Jabatan
Fungsional PEH untuk mendukung kegiatan teknis;
dan

. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat
Fungsional PEH.

(4)  Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c¢ dalam melaksanakan pembinaan
bertugas antara lain:

a. menempatkan Pejabat fungsional PEH sesuai
bidang keahliannya;

b. memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat
Fungsional PEH di lingkup unit kerjanya antara lain
melalui in-house training, studi banding, kunjungan
kerja, magang, penyediaan sarana publikasi dan
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mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya,
bimbingan teknis, dan pelatihan;
.. . .
. f f . g
Fg' L PEL 4 sa ol .j.;
doomreppreellan DA I Dol Moo LR L
e. melibatkan Pejabat Fungsional penyusunan rencana
kegiatan teknis;
f. PEH dalam menyediakan sarana kerja bagi Pejabat
Fungsional PEH;
memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis
kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH;
membentuk Tim Penilai UPT;
membentuk Sekretariat Tim Penilai UPT;
memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai UPT
dalam menjalankan tugas; mengoptimalkan fungsi
Koordinator PEH untuk mendukung kegiatan teknis
Pejabat Fungsional PEH; dan
k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat
Fungsional PEH

s @

Pasal 9

(1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH yang dilakukan oleh
BP2SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan oleh Pusat Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya

J- Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan pembinaan bertugas antara lain:

a. melakukan perencanaan, penyusunan kebijakan, dan

pelaksanaan kebijakan pembinaan jabatan fungsional

PEH;
b. memfasilitasi penyusunan standar kompetensi
Jabatan Fungsional PEH;
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c. memfasilitasi uji kompetensi Jabatan Fungsional
PEH;

d. memfasilitasi pengembangan organisasi profesi
Jabatan Fungsional PEH;

e. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
dan kode etik Jabatan Fungsional PEH;

f. melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan
Jabatan Fungsional PEH kepada instansi terkait;

g. memfasilitasi peningkatan kapasitas Tim Penilai
Pusat, Direktorat Jenderal, UPT dan Daerah; dan

h. melakukan monitoring dan evaluasi Tim Penilai
Pusat, Direktorat Jenderal, UPT dan Daerah

Pasal 10

Instansi Daerah yang membidangi Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dalam melaksanakan
pembinaan memiliki tugas antara lain:

a.

b.

menempatkan Pejabat fungsional PEH sesuai bidang
keahlianya;

memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat Fungsional
PEH di lingkup unit kerjanya antara lain melalui in house
training, studi banding, kunjungan kerja, magang,
penyediaan sarana publikasi, dan mengikutsertakan dalam
seminar, lokakarya, bimbingan teknis, dan pelatihan;

melibatkan Pejabat Fungsional PEH dalam penyusunan
rencana kegiatan teknis;

menyediakan sarana kerja bagi Pejabat Fungsional PEH;
memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis
kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH;
membentuk Sekretariat Tim Penilai Daerah,;

memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai Daerah
dalam menjalankan tugas - tugasnya;
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i. mengoptimalkan fungsi Koordinator Jabatan Fungsional
PEH untuk mendukung kegiatan teknis Pejabat Fungsional

PEH; dan

j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat
Fungsional PEH

Pasal 11

(1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan Jabatan
Fungsional PEH dibentuk IPEHINDO sebagai organisasi
profesi jabatan fungsional PEH.

(2) IPEHINDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas dan perannya berpedoman pada:

a. disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan;

b. etika profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan;
dan

c. anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi.

(3) Kepengurusan IPEHINDO sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikukuhkan oleh Menteri

Pasal 12

(1) Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan Jabatan
Fungsional PEH dilaksanakan oleh Tim Pendayagunaan
Jabatan Fungsional PEH.

(2) Tim Pendayagunaan Jabatan Fungsional PEH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. memantau  pelaksanaan ~ pembinaan  Jabatan
Fungsional PEH;

b. mengidentifikasi permasalahan pembinaan Jabatan
Fungsional PEH; dan

¢. merumuskan upaya pemecahan masalah pembinaan
Jabatan Fungsional PEH.

(3) Tim Pendayagunaan Jabatan Fungsional PEH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Badan yang anggotanya terdiri dari unsur unit
kerja pembina
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Pasal 13

(1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH Monitoring dan
evaluasi kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional PEH
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil monitoring dan evalusi kegiatan Pembinaan
Jabatan Fungsional PEH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan Tim Pendayagunaan Jabatan
Fungsional PEH kepada:

a.Sekretaris Jenderal,

b.Kepala Badan;

c.Direktur Jenderal; dan

d.Kepala instansi kehutanan. daerah yang membidangi

(3) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil monitoring
dan evaluasi pembinaan Jabatan Fungsional PEH kepada
Menteri.

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional PEH
dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan belanja negara;

b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/ atau

c. sumber lain yang sah.
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Restrukturisasi Menimbang : Perubahan nomenklatur | Cabut Mendesak-
Kementerian dari | a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 70 | Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur | dan Kehutanan menjadi
Hidup dan Kehutanan Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi | Kementerian Kehutanan.
menjadi Kementerian berlandaskan pada prinsip kompetensi yang diperlukan
Lingkungan Hidup/Badan sesuai dengan bidang tugas memiliki hak dan kesempatan
Pengendalian Lingkungan untuk mengembangkan kompetensi;
Hidup, dan Kementerian | b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang
Kehutanan. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap
Perubahan  nomenklatur tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau
dari  perencanaan dan meningkatkan dan/atau  mengembangkan kompetensi
pengembangan  menjadi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
perencanaan melalui pelatihan kerja;
pengembangan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
Diusulkan untuk menjadi 1 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
(satu) dengan pengaturan Menteri Lingkungan—Hidup—dan Kehutanan tentang
pelatihan kehutanan Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya
terintegrasi. Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam Peraturan Menteri | Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Catatan:
Lingkungan Hidup dan | 1. Sumber Daya Manusia Lingkunsan—Hidup—dan | Mengubah batasan pengertian
Kehutanan Nomor 9 Tahun Kehutanan yang selanjutnya disingkat SDM adalah | SDM non aparatur.
2019 dan  Permenhut individu baik aparatur, non aparatur dan masyarakat yang
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Nomor 1 Tahun 2024
SDM Kehutanan hanya
diklasifikasikan menjadi 2
yaitu aparatur dan non
aparatur, sechingga SDM di
luar  aparatur  (ASN)
diklasifikasikan ke dalam
SDM aparatur.

bekerja dan berperan secara aktif pada bidang lingkungan
hidup-dan kehutanan.

Perencanaan Pengembangan SDM adalah kegiatan
perumusan kebijakan, perencanaan, penyiapan bahan
koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan serta

pengembangan SDM.
Pengembangan SDM adalah pengarahan, perencanaan,
pengorganisasian, pengembangan, pemberian

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, serta
peningkatan kompetensi SDM agar tercapai tujuan
organisasi dan masyarakat.

SDM Aparatur LingkunganHidup-dan Kehutanan adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di
bidang hngkungan-hidup-dan kehutanan.

SDM Non Aparatur adalah orang yang ditugaskan oleh
pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk
menunjang atau melaksanakan tugas-tugas aparatur atau
lembaga non pemerintah.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk
sebuah sistem, saling tergantung satu sama lain, dalam
bentuk organisasi atau bukan organisasi yang secara tidak
langsung membantu pemerintah di bidang lingkungan
hidup-dan kehutanan.

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar
yang ditetapkan.

Unit Kompetensi adalah standar kompetensi kerja yang
harus dicapai oleh SDM pada jabatan tertentu yang telah
ditetapkan oleh dunia kerja.

Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis
maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang

N\

MONITORING, ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN MENTERI BIDANG
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

73




10.

11.

12.

13.

14.

15.

relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau
belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau
kualifikasi tertentu.

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pemetaan SDM adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas
dan kuantitas individu maupun kelompok dalam
kapasitasnya sebagai pemangku tugas/jabatan tertentu.
Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat
Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran
dalam rangka membina sikap dan perilaku serta
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta
diklat agar mampu melaksanakan tugas.

Perencanaan Diklat LingkunganHidup—dan Kehutanan
adalah proses penetapan tujuan, kegiatan dan perangkat
yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat untuk
memberikan pedoman dan arah guna menjamin
tercapainya tujuan penyelengaraan diklat lingkungan
hidup-dan kehutanan.

Pelatihan Masyarakat adalah setiap usaha untuk
memberikan dan/atau  meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, sikap dan perilaku masyarakat di bidang
lingkungan-hidup-dan kehutanan.
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17. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang selanjutnya disingkat Badan P2SDM
adalah badan yang membidangi penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia di Kementerian
EinglkunganHidup-dan Kehutanan.

18. Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut
dengan SKPD adalah instansi/lembaga  yang
melaksanakan urusan pemerintahan lingkungan—hidup
dan kehutanan.

19. Unit kerja dalam kegiatan perencanaan pengembangan
SDM adalah unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup—dan Kehutanan serta instansi yang menangani
urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah unit satuan kerja Kementerian LingkunganHidup
dan Kehutanan yang terdapat di daerah, yang menangani

teknis kegiatan bidang hngkungan-hidup-dan kehutanan.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hngkunean-hidup-dan kehutanan

Pasal 2

(1) Pedoman perencanaan dan pengembangan sumber daya
manusia lingkungan hidup dan kehutanan dimaksudkan
untuk  memberikan  acuan  perencanaan  dan
pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup
dan kehutanan bagi seluruh unit kerja baik pusat dan
daerah.

(2) Pedoman perencanaan dan pengembangan sumber daya
Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan
untuk memberikan standar dalam merencanakan dan
mengembangkan SDM  lingkungan hidup dan
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kehutanan sehingga terwujud SDM lingkungan hidup
dan kehutanan yang kompeten dan profesional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. perencanaan pengembangan SDM;

b. dokumen analisis rencana pengembangan SDM
hinglungan-hidup-dan kehutanan;

pengembangan SDM;

pembinaan;

monitoring dan evaluasi; dan

f. pembiayaan.

o a0

Pasal 4

(1) Perencanaan pengembangan SDM terdiri atas:
a. perencanaan pengembangan SDM aparatur; dan
b. perencanaan pengembangan SDM Non Aparatur,

masyarakat dan generasi-tngkungan.

(2) Perencanaan pengembangan SDM  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen
rencana pengembangan SDM

kebijakan saat ini, rencana
pengembangan dilakukan
melalui  salah  satunya
metode AKPK (analisis
kebutuhan pengembangan
kompetensi):

Sampai dengan saat ini,
rencana  pengembangan
yang disusun oleh kepala
kerja atau satuan instansi
tidak pernah disusun.

Pasal 5
(1) Perencanaan pengembangan SDM aparatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan
melalui tahapan:
a. pemetaan jabatan SDM aparatur;
b. identifikasi standar kompetensi SDM aparatur;
c. penyusunan instrumen pengukuran kompetensi dan
perilaku kerja SDM aparatur;
d. pengukuran kompetensi dan perilaku kerja SDM
aparatur;
e. penyusunan rekomendasi kebutuhan pengembangan
SDM aparatur;
f. penyusunan roadmap perencanaan pengembangan
SDM aparatur; dan

sehingga kegiatan ini kedepan
akan diambil alih oleh BP2SDM
cq. pusrenbang

Catatan:
Ayat (1) tahapan pemetaan
jabatan SDM aparatur sebagai

berikut:

a. koordinasi dengan eselon I;
b. penyusunan instrument;

c. sosialisasi kegiatan;

d. pengisian dokumen peserta
e. pengolahan data kompetensi

dan rekam jejak;
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2)

g. penyusunan dokumen rencana pengembangan SDM
aparatur.
Perencanaan pengembangan SDM aparatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim unit kerja
yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja/instansi

f. analisis data keseluruhan dan
integrasi 9 box manajemen
talenta.

Mengubah Pasal 5 ayat (2)
menjadi:

“Perencanaan  pengembangan
SDM aparatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  oleh =~ BP2SDM
melalui pusrenbang”.

Sesuai  Peraturan = Menteri
PANRB No. 54 Tahun 2022
tentang  Manggala  Agni,
jabatan tersebut menjadi JF
binaan Kementerian
Kehutanan.

Pasal 6

(1)

2)

€)

“4)

Pemetaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a dilakukan melalui identifikasi jenis jabatan pada
unit kerja.
Identifikasi jenis jabatan pada unit kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jabatan pimpinan tinggi;
b. jabatan administrasi; dan
c. jabatan fungsional pada unit kerja.
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ antara lain:

. . :
peng Linel i ]g. ] g;
polisi kehutanan;
penyuluh kehutanan;
pengendali ekosistem hutan; dan
f. jabatan fungsional lainnya.
Identifikasi jenis jabatan pada unit kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengisian
instrumen identifikasi jenis jabatan.

oao o

Menambahkan point
“Manggala Agni” pada ayat (3).
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(5) Instrumen identifikasi jenis jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diisi dan direkapitulasi oleh unit
kerja.

(6) Hasil identifikasi jenis jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) digunakan sebagai dasar dalam kegiatan
identifikasi standar kompetensi

Pasal 7

(1) Identifikasi standar kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara
mengidentifikasi:

a. uraian tugas;
b. standar kompetensi jabatan; dan
c. peraturan terkait.

(2) Hasil identifikasi standar kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar
telaahan standar kompetensi.

(3) Daftar telaahan standar kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
penyusunan instrumen pengukuran kompetensi dan
perilaku kerja

Pasal 8

Format Instrumen Identifikasi Jenis Jabatan dan Daftar

Telaahan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 9

(1) Penyusunan instrumen pengukuran kompetensi dan
perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ dilakukan dengan cara menyusun daftar
pertanyaan dalam bentuk kuesioner pengukuran
kompetensi dan perilaku kerja.
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(2) Instrumen pengukuran kompetensi dan perilaku kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. aspek pengetahuan;
b. aspek keterampilan; dan
c. perilaku kerja.

(3) Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada hasil identifikasi standar kompetensi

Pasal 10

(1) Aspek pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) huruf a mencakup penguasaan ilmu
pengetahuan dan regulasi terkait bidang tugas jabatan.

(2) Instrumen pengukuran kompetensi aspek pengetahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk soal
tes kognitif terkait bidang tugas

Pasal 11

(1) Aspek keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) huruf b mencakup penguasaan keterampilan
dalam melaksanakan tugas untuk menghasilkan output
pekerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat
kecakapan secara aktual SDM aparatur dalam
melaksanakan tugas.

(2) Instrumen pengukuran kompetensi aspek keterampilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk soal
menilai diri sendiri (self assesment)

Pasal 12

(1) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf ¢ digunakan untuk mengukur tingkah laku,
sikap atau tindakan yang seharusnya dilakukan SDM
Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) Instrumen pengukuran perilaku kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kuesioner skala
sikap
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Pasal 13

Tata cara penyusunan instrumen pengukuran kompetensi dan
perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Pengukuran kompetensi dan perilaku kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat dilakukan melalui
survei secara daring.

(2) Pengukuran kompetensi dan perilaku kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat lunak
(aplikasi) yang difasilitasi oleh Badan.

(3) Hasil pengukuran kompetensi dan perilaku kerja berupa
data hasil pengukuran kompetensi dan perilaku kerja.

(4) Pengukuran kompetensi dan perilaku kerja dilakukan
paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai
dengan kebutuhan

Pasal 15

(1) Tim unit kerja melakukan analisis terhadap data hasil
pengukuran kompetensi dan perilaku kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(2) Hasil analisis terhadap data hasil pengukuran
kompetensi dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada kepala satuan
kerja/instansi.

(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan
rekomendasi kebutuhan pengembangan SDM aparatur

Pasal 16

(1) Penyusunan rekomendasi kebutuhan pengembangan
SDM aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf e berupa pengembangan SDM bagi unit
kerja.
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(2) Penyusunan rekomendasi kebutuhan pengembangan
SDM aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mempertimbangkan:

a. hasil pengukuran kompetensi; dan
b. adanya kebijakan baru dan perkembangan teknologi
di unit kerja.

(3) Tata cara penyusunan rekomendasi pengembangan
SDM aparatur tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini

Pasal 17

Rekomendasi kebutuhan pengembangan SDM aparatur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai
dasar penyusunan roadmap perencanaan pengembangan
SDM Aparatur.

Pasal 18

(1) Hasil setiap tahapan perencanaan pengembangan SDM
Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
sampai dengan huruf f disusun dalam bentuk dokumen
rencana pengembangan SDM Aparatur.

(2) Penyusunan dokumen rencana pengembangan SDM
aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan rencana anggaran pengembangan SDM.

(3) Dokumen rencana pengembangan SDM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh kepala satuan
kerja/instansi.

(4) Dokumen rencana pengembangan SDM aparatur
digunakan  sebagai  dasar dalam  melakukan
pengembangan SDM aparatur.

(5) Dokumen rencana pengembangan SDM disusun untuk
periode 5 (lima) tahun sebagai dasar dalam melakukan
pengembangan SDM aparatur

Catatan:

Pasal 6 s/d pasal 18 perlu
disesuaikan  dengan  konsep
tahapan perencanaan
pengembangan SDM terbaru.
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dalam Permenlhk No.9 Tahun
2019 dan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor 1 Tahun
2024, SDM kehutanan hanya
diklasifikasikan menjadi 2 yaitu
aparatur dan non aparatur
sehingga SDM di luar aparatur
(ASN) diklasifikasikan
kedalam SDM aparatur

Pasal 19

(1) Perencanaan pengembangan SDM Non Aparatur,
masyarakat dan generasi—lingkungan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan
melalui tahapan:

a. identifikasi jenis SDM Non Aparatur, masyarakat
dan cepemsi-lnsl ey

b. pendataan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan

 Line] ;

c. penyusunan instrumen pengukuran kompetensi
SDM Non Aparatur, masyarakat, dan generast
lingkungan;

d. pengukuran kompetensi SDM Non Aparatur,
masyarakat, dan generasilingkungan;

e. penyusunan rekomendasi kebutuhan pengembangan
SDM Non Aparatur, masyarakat, dan generast
kingkungan;

f. penyusunan roadmap perencanaan pengembangan
SDM Non Aparatur, masyarakat dan generasi
hingleungan; dan

g. penyusunan dokumen rencana pengembangan SDM

Non Aparatur, masyarakat, dan generasi-tingkungan.
(2) Perencanaan pengembangan SDM Non Aparatur,

masyarakat dan generasi—lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim unit kerja

yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja/instansi.

Catatan:
1. frasa “jenis SDM” diganti
“jenis jabatan” .

2. Ayat (2) sehingga kegiatan
ini kedepan akan diambil
alih oleh BP2SDM cq.
Pusrenbang.

Pasal 20

(1) Identifikasi jenis SDM Non Aparatur, masyarakat, dan
generastHngkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf a meliputi:
a. identifikasi peran dan tugas; dan
b. identifikasi kompetensi.
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(2) Identifikasi peran dan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, digunakan untuk memperoleh data
peran dan tugas SDM dalam melakukan pembangunan
bidang hngkungan-hidup-dan kehutanan.

(3) Identifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b digunakan untuk memenuhi kompetensi
dalam peran dan tugas SDM dalam melakukan

pembangunan bidang lingkunsan-hidup-dan kehutanan

Pasal 21

(1) Identifikasi jenis SDM Non Aparatur, masyarakat, dan
generasitingkungan dilakukan melalui pengisian matrik
instrumen identifikasi jenis SDM.

(2) Matriks instrumen identifikasi jenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi selanjutnya
dilakukan rekapitulasi.

(3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi hasil identifikasi jenis SDM Non Aparatur,

masyarakat dan generasilingkungan.
(4) Hasil identifikasi jenis SDM Non Aparatur, masyarakat,

dan generas+lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam kegiatan
pendataan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan generast
lingkungan.

(5) Format matriks instrumen identifikasi jenis SDM Non

Aparatur, masyarakat, dan generasi—lingkungan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 22
(1) Pendataan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui sebaran,
jumlah dan kondisi SDM Non Aparatur, masyarakat dan

 lingl '
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(2) Pendataan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan
generasi-tingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pengumpulan:

a. data primer; dan/atau
b. data sekunder.

(3) Data Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a berasal dari data yang langsung diperoleh dari
responden melalui wawancara dan pengisian matrik
pendataan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan generast

(4) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berasal dari dokumen atau laporan kegiatan non
aparatur, masyarakat, dan generasi-tingkungan bidang
hingkunganhidup dan kehutanan.

(5) Format matrik pendataan SDM Non Aparatur,
masyarakat, dan generasi—hngkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini

Pasal 23
(1) Hasil pendataan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan

generasttngkungan disusun dalam bentuk basis data
pendataan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan generast

lingkungan.
(2) Hasil pendataan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan

generasi-lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikoordinasikan dengan Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia cq. Pusat
Perencanaan dan Pengembangan SDM Kementerian

LingkunganHidup-dan Kehutanan.
(3) Hasil pendataan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan

generast-tingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan sebagai dasar dalam kegiatan penyusunan

N\

MONITORING, ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN MENTERI BIDANG
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

84




instrumen pengukuran kompetensi SDM Non Aparatur,

masyarakat, dan generasilingkungan

Pasal 24

(1)

)

€)

Penyusunan instrumen pengukuran kompetensi SDM
Non Aparatur, masyarakat, dan generasi—tngkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf ¢
dilakukan dengan pertanyaan/kuesioner.

Penyusunan instrumen menyusun pengukuran daftar
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun mengacu kepada standar kompetensi kerja.
Dalam hal standar kompetensi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka
penyusunan instrumen pengukuran kompetensi mengacu
pada peran dan tugas, juklak, juknis, dan/atau regulasi
terkait bidang tugas.

Kompetensi Non Aaparatur
lebih menitik beratkan pada
skil dan keterampilan

Pasal 25

(1)

)

Instrumen pengukuran kompetensi SDM Non Aparatur,
masyarakat, dan generasi lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan untuk
mengukur kompetensi kerja setiap individu yang
mencakup:

a. aspek pengetahuan;

b. aspek keterampilan; dan

c. aspek sikap kerja.

Hasil penyusunan instrumen pengukuran kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berupa
dokumen kuesioner pengukuran kompetensi SDM Non
Aparatur, masyarakat, dan generasi lingkungan.

Catatan:

Ayat (1) huruf b Kompetensi
Non Aparatur lebih menitik
beratkan  pada  skil  dan
keterampilan.

aa.

Pasal 26

(1

Aspek pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf a mencakup penguasaan ilmu
pengetahuan dan regulasi terkait bidang tugas SDM Non

Aparatur, masyarakat dan generasi-hngkungan.
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(2) Instrumen pengukuran Kompetensi pada aspek
pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam bentuk kuesioner dengan mengacu pada
kriteria unjuk kerja setiap unit kompetensi

bb.

Instrument dalam  bentuk
kuesioner  dirasa  terlalu
mengikat dan tertutup untuk
jenis jenis instrument yang lain

Pasal 27

(1) Aspek keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf b mencakup penguasaan keterampilan
dalam melaksanakan tugas untuk menghasilkan output
pekerjaan.

(2) Instrumen pengukuran Kompetensi pada aspek
keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam bentuk kuisioner menilai diri sendiri (self
assessment) dan dengan mengacu pada kriteria unjuk
kerja dari setiap unit kompetensi

Catatan:

Ayat (2)

Instrumen pengukuran

Kompetensi pada aspek

keterampilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat
disusun dalam bentuk:

1. kuisioner menilai diri sendiri
(self assessment) dan dengan
mengacu pada kriteria unjuk
kerja  dari setiap unit
kompetensi; dan/atau

2. metode lainnya.

CC.

Pasal 28

(1) Aspek sikap kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf ¢ mencakup penguasaan sikap kerja
dalam melaksanakan tugas.

(2) Instrumen pengukuran kompetensi pada aspek sikap
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
integritas, kerja sama, ketaatan terhadap peraturan,
bertanggung jawab, dan motivasi, dalam bentuk
kuesioner skala sikap.

(3) Tata cara penyusunan instrumen pengukuran
kompetensi SDM Non Aparatur, masyarakat, dan
generasi lingkungan bidang hngkungan—hidup dan
kehutanan tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini

dd.

Pasal 29
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(1) Pengukuran kompetensi SDM Non Aparatur,
masyarakat, dan sgenerasi—linglkungan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan
dengan pengisian kuesioner melalui kegiatan survei.

(2) Kuesioner yang telah diisi, direkapitulasi oleh tim unit
kerja dalam bentuk data hasil pengukuran kompetensi
SDM Non Aparatur, masyarakat, dan generast

(3) Data hasil rekapitulasi pengukuran kompetensi
disampaikan kepada kepala satuan kerja/instansi.

(4) Pengukuran kompetensi SDM Non Aparatur,
masyarakat, dan generasi-tingkungan dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun atau sesuai
dengan kebutuhan

Pasal 31

(1) Penyusunan rekomendasi kebutuhan pengembangan
SDM Non Aparatur, masyarakat dan generasi
hingkungan berupa pengembangan SDM Non Aparatur,
masyarakat, dan generasttingkungan.

(2) Penyusunan rekomendasi kebutuhan pengembangan
SDM Non Aparatur, masyarakat, dan generasi
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

ee. mempertimbangkan:
a. hasil pengukuran kompetensi SDM Non Aparatur;
b. kebijakan baru; dan
c. perkembangan teknologi.

(3) Tata cara penyusunan rekomendasi kebutuhan

pengembangan SDM Non Aparatur, masyarakat, dan
generasi—tingkungan tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

i Pasal 32
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Rekomendasi kebutuhan pengembangan SDM Non Aparatur,

masyarakat, dan generasi-hngkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 digunakan sebagai dasar penyusunan roadmap

perencanaan  pengembangan SDM  Non  Aparatur,

masyarakat, dan generasilingkungan.

gg.

Pasal 33

Tata cara penyusunan Roadmap perencanaan pengembangan
SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 32
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

hh.

Pasal 34

(1) Hasil dari setiap tahapan perencanaan pengembangan
SDM Non Aparatur, masyarakat dan generasi
hrekungan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf f disusun dalam bentuk
dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur,

masyarakat, dan generasttingkungan.

(2) Penyusunan dokumen rencana pengembangan SDM
Non Aparatur, masyarakat dan generasi—tHngkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
rencana anggaran pengembangan SDM.

(3) Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur,
masyarakat dan generasi-lingkungan digunakan sebagai

dasar dalam melakukan pengembangan SDM Non

Aparatur, masyarakat, dan generasilinglunsan.
(4) Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur,

masyarakat, dan generasi—hngkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5

(lima) tahun.

ii.

Pasal 36
(1) Dokumen rencana pengembangan SDM aparatur dan
dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur,

masyarakat, dan generasilingkungan yang telah disusun

Pasal 18 s/d Pasal 36 perlu
disesuaikan.
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@

oleh satuan kerja/instansi disampaikan kepada Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM melakukan
analisa terhadap dokumen rencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

i

. Restrukturisasi

Kementerian dari
Kementerian  Lingkungan
Hidup dan  Kehutanan
menjadi Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup, dan Kementerian
Kehutanan

. Sudah tidak ada lagi instansi

penyuluhan di  kab/kota
sebagaimana diatur pada
Undang-Undang Nomorl6
Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

. Untuk aparatur rekomendasi

kebutuhan pengembangan
kompetensi dilakukan pada
tingkat individu, jabatan,
dan  organisasi  karena
ketercapaian target
pengukuran mengikat pada

Pasal 37

(1)

)

€)

(4)

)

Hasil analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam menyusun
dokumen rencana pengembangan SDM hngkungan
hidup-dan kehutanan 5 (lima) tahunan.

Dokumen analisis rencana pengembangan SDM
hngkungan—hidup—dan kehutanan 5 (lima) tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. hasil analisa rencana pengembangan SDM EHK;

b. rekomendasi untuk masing-masing jenis dan/atau
jabatan SDM hngkungan-hidup-dan kehutanan.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan kebutuhan pengembangan SDM

tingkat organisasi.

Dokumen analisis rencana pengembangan SDM
lingkungan—hidup—dan kehutanan 5 (lima) tahunan
ditetapkan oleh Kepala Badan.

Format dokumen analisis rencana pengembangan SDM
hingkungan—hidup—dan kehutanan 5 (lima) tahunan
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Catatan:

1. Ayat (3) disesuaikan
aparatur adalah “individu,
jabatan dan organisasi” dan
non aparatur adalah jabatan
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jabatan masing-masing
individu dalam organisasi;
4. Untuk non aparatur
rekomendasi kebutuhan
pengembangan kompetensi
dilakukan pada tingkat
jabatan  karena  target
pengukuran tersebar
sehingga hanya dilakukan
melalui metode sampling

Belum terdapat dokumen

Pasal 38

(1)

2)

Dokumen analisis rencana pengembangan SDM
hngkungan—hidup—dan kehutanan 5 (lima) tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebagai
dasar dalam menyusun dokumen analisis rencana
pengembangan SDM lingkungan-hidup-dan kehutanan
jangka panjang.

Dokumen analisis rencana pengembangan SDM

Catatan:
Diusulkan hanya 5 (lima) tahun
saja.

dilakukan secara terintegrasi

kk. | analis rencana pengembangan lingkungan—hidup—dan kehutanan jangka panjang
SDM sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokumen
rencana pengembangan SDM 5 (lima) tahunan.
(3) Dokumen analisis rencana pengembangan SDM
hngleangan-hidup-dan kehutanan jangka panjang disusun
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(4) Dokumen analisis rencana pengembangan SDM
hingkungan—hidup—dan kehutanan jangka panjang
ditetapkan oleh Kepala Badan
Sesuai perkembangan hukum | Pasal 39 Catatan:
dan kebijakan pengembangan | (1) Dokumen analisis rencana pengembangan SDM |1. Disesuaikan menjadi 5
1 SDM serta organisasi lingkungan hidup dan kehutanan jangka panjang (lima) tahun
’ kementerian, pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan |2. dokumen disampaikan
kompetensi SDM kehutanan kepada: kepada:
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a. Pusat Pendidikan dan Pelatithan SDM Lingkungan

a. seluruh Unit Kerja

Hidup dan Kehutanan; Eselon I lingkup
e T e kementerian kehutanan
Crepepsibinelapean: dan b. pusdik
c. lembaga Diklat Pemerintah Daerah. c. pusgenri
(2) Dokumen rencana pengembangan SDM lingkungan d. Balai P2SDM
hidup-dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat e. lembaga diklat pemda
(1) digunakan sebagai dasar penyusunan: Dokumen rencana
a. rencana pelatihan aparatur dan Non Aparatur jangka pengembangan SDM
menengah; sebagai salah satu bahan
b. rencana pelatihan masyarakat ]angka menengah dan penyusunan rencana
C. renean : anea : slkunsanjane pengembangan kompetensi
SDM bidang kehutanan.
Pasal 40

(1) Pengembangan SDM terdiri atas:
a. pengembangan SDM aparatur; dan
b. pengembangan SDM Non Aparatur, masyarakat
dan cepemeibipeloens
(2) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui:

a. pelatihan;
b. magang;
c. studi banding;
d. bimbingan teknis;
e. workshop;
f.  sosialisasi; dan/atau
g. assesment center.
Pasal 41
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a
nn. diselenggarakan ~ untuk  mengembangkan  dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkungan
hidup dan kehutanan yang kompeten dan profesional.
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(4)

)

(6)

()

Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b
diselengggarakan untuk memberikan pengalaman kerja
bagi individu, kelompok maupun masyarakat sekaligus
mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki.

Studi banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf ¢ diselenggarakan sebagai media belajar di
lingkungan yang berbeda guna peningkatan mutu,
perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan
baru, perbaikan peraturan perundang-undangan.
Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 huruf d diselenggarakan untuk memberikan arahan
dan tuntunan pemanfaatan teknologi terapan dan
manajemen beserta penerapannya kepada
aparat/masyarakat dalam suatu pelaksanaan kegiatan.
Workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf
e diselenggarakan untuk membahas masalah tertentu,
oleh beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang
tertentu.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf
f diselenggarakan untuk menyebarluaskan informasi
mengenai nilai maupun aturan.

Assesment center sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 huruf g diselenggarakan untuk menilai atau
mengevaluasi perilaku pegawai dalam pekerjaan
sehingga hasilnya dapat digunakan dalam strategi
pengembangan SDM suatu organisasi.

00.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan SDM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan
Peraturan Menteri

Pasal 39 s/d pasal 42 disesuaikan
dengan pengaturan
pengembangan kompetensi
secara terintegrasi dan kegiatan
pembinaan generasi pelestari
hutan
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pp.

Pasal 43

(1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia melakukan pembinaan dalam pelaksanaan
perencanaan pengembangan SDM LingkunganHidup
dan Kehutanan.

(2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap satuan kerja lingkup Kementerian
LinglaunganHidup dan Kehutanan serta instansi yang

menangani urusan lingkengan-hidup dan kehutanan di
daerah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui :

a. bimbingan teknis; dan/atau

b. bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di
tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan,
penyelenggaraan dan pengembangan SDM.

(4) Pembinaan dalam evaluasi pelaksanaan perencanaan
perencanaan pengembangan SDM hingkungan-hidup dan
kehutanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
atau sesuai dengan kebutuhan.

qq.

Pasal 46

(1) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk
laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan
pengembangan SDM  aparatur, Non Aparatur,
masyarakat, dan generasi-lingkungan bidang lingkungan
hidup dan kehutanan.

(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan
pengembangan SDM  aparatur, Non Aparatur,
masyarakat, dan generasi-lingkungan bidang lingkungan
hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Kepala Badan untuk disampaikan
kepada Eselon I teknis terkait lingkup Kementerian

LingkunganHidup-dan Kehutanan
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Pasal 47
Pembiayaan dalam  pelaksanaan  perencanaan  dan
pengembangan SDM dibebankan pada Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak
mengikat

Sesuai perkembangan hukum | Keseluruhan Lampiran II
dan kebijakan pengembangan

s SDM serta organisasi

kementerian, instrument
pengukuran kompetensi
disesuaikan
Disesuaikan dengan Keseluruhan Lampiran IV
perkembangan hukum dan
tt. kebijakan pengembangan
SDM serta organisasi
kementerian

Disesuaikan dengan Keseluruhan Lampiran V
perkembangan hukum dan
uu. | kebijakan pengembangan
SDM serta organisasi

kementerian

Kompetensi NA lebih Keseluruhan Lampiran VI
vv. | menitikberatkan pada skil dan

keterampilan

Instrument dalam bentuk Keseluruhan Lampiran VII

kuesioner dirasa terlalu

ww. | mengikat dan tertutup untuk
jenis jenis instrument yang
lain,

Keseluruhan Lampiran VIII
XX.
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Keseluruhan Lampiran IX

Keseluruhan Lampiran X

Restrukturisasi

Kementerian dari
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
menjadi Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup, dan Kementerian
Kehutanan.

2. Penyesuaian substansi

materi jabatan fungsional
dengan kebijakan

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional,
instansi pembina harus menyesuaikan NSPK terkait
jabatan fungsional paling lama 5 (lima) tahun sejak
Peraturan Menteri PANRB tersebut diundangkan.

2. Peraturan ini dalam bentuk Peraturan Menteri
Kehutanan.

Perubahan nomenklatur
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan menjadi
Kementerian Kehutanan.

Ubah

Perlu
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pembinaan jabatan
fungsional.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pengaturan tentang Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian, Sponsorship, dan
Mandiri telah diatur/diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun

2025, yang artinya Permasalahan krusial pada Tugas Belajar telah diselesaikan.

. Pengaturan tindak lanjut pengaturan bidang penerimaan negara bukan Pajak Lingkup

BP2SDM akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri sebagai Pengaturan Teknis

Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak

. Pengaturan tentang Penyuluhan Kehutanan akan ditindaklanjuti dengan melakukan

kodifikasi beberapa pengaturan menjadi satu pengaturan guna simplikasi.

. Penetapan penerapan Corporate University Kementerian Kehutanan sebagai strategi

pengembangan kompetensi melalui pendidikan pelatihan yang mengarah pada

pencapaian kegiatan pengembangan kehutanan.

. Pengaturan tentang perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia akan dilakukan Pengintegrasian Pengaturan menjadi

Pengembangan Sumber Daya Manusia terintegrasi.

. Pengaturan tentang Pengembangan Generasi Pelestari Hutan akan ditindaklanjuti dengan

pengintegrasian program-program yang sesuai dengan karakteristik generasi pelestari

hutan di Kementerian Kehutanan.

. Isu Krusial terkait Pasal 438 sampai dengan Pasal 471 Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan
Kawasan Hutan, Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu perlu pendetailan dan
kesepakatan untuk materi substansi yang diusulkan oleh BP2SDM. Mulai dari
permohonan KHDTK, monitoring, evaluasi, sampai pada ketentuan pencabutan
KHDTK, serta penyelesaian permasalahan Kawasan, untuk mencapai fungsi KHDTK

sebagai Centre of Excellence.
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B. Ide-Ide

BP2SDM sebagai Unit Kerja Eselon I yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kehutanan, diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Menteri guna pelaksanaan

tugas dan fungsinya serta mendukung kinerja secara optimal, antara lain:

1.

Peraturan Menteri Kehutanan Terkait Standar Sumber Daya Manusia Kehutanan Pada

Badan Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

. Peraturan Menteri Kehutanan Terkait Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi Jabatan

Fungsional Binaan Kementerian Kehutanan;

. Peraturan Menteri Kehutanan Terkait Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; dan

. Peraturan Menteri Kehutanan Terkait Pemberian Dukungan dan Registrasi Lembaga

Sertifikasi Profesi Bidang Kehutanan — Perkabadan.

Mengingat Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan merupakan Unit Kerja Eselon

IT yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, maka perlu menyusun Peraturan

Menteri guna mendukung kinerja, tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Generasi Pelestari

Hutan perlu diatur pengaturan Pembinaan Generasi Peduli Cinta Alam dan Pengembangan

Kewirausahaan Kreatif Bidang Kehutanan.

C. Rekomendasi

Adapun rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut:

. Pengaturan pendelegasian kewenangan dan tata hubungan kerja lingkup BP2SDM yang

sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Kehutanan yang baru

sehingga perlu diterbitkan pengaturan yang baru dan didukung dengan pembiayaanya.

. Pengaturan lingkup BP2SDM dalam bentuk Peraturan Menteri agar dibuat fleksibel

supaya dapat diperuntukan dalam jangka Panjang sedangkan pengaturan teknisnya diatur

dengan Penetapan Menteri dan/atau Penetapan Eselon 1.

. Dalam hal pelaksanaan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 7 Tahun 2021 dilaksanakan, perlunya menambahkan materi substansi untuk
sinkronisasi dengan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II yang mengelola KHDTK dan
Pembina Kelompok Tani Hutan yang juga dilakukan oleh Eselon 1 lingkup Kementerian

Kehutanan.
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4. Dalam hal materi-materi evaluasi belum masuk dalam hasil evaluasi ini, akan dilanjutkan
mengikuti perkembangan hasil evaluasi selanjutnya, serta akan diinput sesuai
perkembangan hasil evaluasi ke depannya, khususnya Peraturan Menteri bidang

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
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